RANCANGAN AKHIR RENCANA
STRATEGIS INSPEKTORAT KABUPATEN
BARITO UTARA TAHUN 2024 - 2026




KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Karena hanya atas berkat dan
rahmat — Nya jualah maka penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis Inspektorat
Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 — 2026 ini dapat kami selesaikan tepat waktu.

Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah yang disingkat Renstra PD adalah
dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, hal ini sebagaimana diamanat dalam Undang - Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta berpedoman
pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Dacrah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang diatur lagi oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
86 Tahun 2017 mengenai ketentuan tahapan penyusun sebagaimana diatur pada pasal 57 dan 58.

Rancangan Akhir Rencana Strategis Inspektorat ini memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran,
Arah Kcbijakan, Program Priorotas dan kegiatan pengawasan dan pembinaan selama kurun
waktu Rancangan Akhir 2024 — 2026, baik yang dilaksanakan langsung oleh Inspektorat
Kabupaten Barito Utara maupun melalui partisipasi masyarakat Penyusunan Rencana Strategis
ini tidak dapat dilepaskan dan ketersediaan anggaran untuk pelaksanaannya. Anggaran ini
merupakan salah satu alat akuntabilitas, manajemen dan kebijakan ekonomi selain renstra ini
juga memuat target indikator keberhasilan yang telah ditentukan dan harus dicapai.

Rancangan Akhir Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 —
2026 menjadi Pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja Tahunan, Kebijakan Umum Anggaran
(KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan serta untuk penyusunan penetapan

kinerja setiap tahunnya.

Muara Teweh, 24 Februari 2023
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1.1.

BABI
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Inspektorat  sebagai  Aparat  Pengawasan  Intern Pemerintah  (APIP)
perkembangan zaman. Inspektorat selain sebagai pengawas internal diharapkan menjadi agen
pcrubahan yang dapat meningkatkan Kualitas pelayanan satuan kerja/organisasi. Sementara
itu. perkembangan konsep pengelolaan organisasi yang pesat seperti munculnya Ronsep
manajemen perencanaan. manajemen resiko hingga manajemen sistem informasi menuntut
perubahan indikator keberhasilan Inspektorat. Paradigma bahwa indikator keberhasilan
Inspektorat adalah semakin banyak/besar temuan hasil audit. semakin banyak/besar kasus
yang diungkap. maka Kkinerja Inspektorat dianggap semakin berhasil. setring dengan
perkembangan di atas paradigma tersebut ikut berubah. Inspektorat selain sebagai hard
control diharapkan juga berperan sebagai soft control. control evaluation menjadi self
assesment dan detective menjudi preventife.

Oleh karena itu untuk mendukung peranan Inspektorat sebagai agen perubahan vang
dapat meningkatkan kualitas pelayanan satuan kerja‘organisast dengan berpegang pada
paradigma scsuai perkembangan. maka perlu disusun rancangan akhir Rencana Strategis
schagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan bagi Inspektorat Kabupaten Bartto Utara
dalam kurun waktu 3 (tiga) Tahun 2024 - 2026. Rencana Strategis (Renstra) tersebut selain
diharapkan dapat mengarahkan pencapaian indikater kinerja Inspektorat. diharapkan pula
dapat mendukung pencapaian indikator keberhasifan penyelenggaraan pemerintahan yvang
ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Barite Utara,

Rancangan Akhir Rencana Strategis selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana
Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Barito Utara. Acuan utama penyusunan Renstra
Perangkat Daerah adalah Rencana Pembangunan Dacrah (RPD) dimaksudkan Sebagai
dokumen pengganti RPIMD Kabupaten Barite Utara Tahun 2023 yang menunjukkan proses
perumusan telah sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan
dacrah yang diatur dan dirumuskan dalam Permendagri. Namun pada saat dilakukan evaluasi
SAKIP Tahun 2019 oleh Kementrian PAN-RB terdapat beberapa rekomendasi yang harus

ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara untuk menyempumakan indikator



1.2.

kinerja dalam dokumen perencanaan vang memenuhi kriteria terukur. relevan dan cukup
untuk mengukur keberhasilan kinerja. Sedangkan dari aspek terjadi perubahan yang mendasar
vaitu kebijakan nasional dengan terbitnva Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengceloluan Keuvangan Dacrah. Permendagri 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi.
Kodefikasi dan Keputusan mentert Dalam Negen Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil
Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasitikasi. Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah. serta dengan adanva wabah Covid-19.

Rencuna Strategis Perangkat Daerah berisi Visi, Misi. Tujuan. Strategi dan
Kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Barito Utara kurun waktu

2024 - 2026.

Landasan Hukum
Dasar Hukum penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Barito Utara ahun
2024-2026 adalah:
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih
Bebas dari Korupsi. Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1999 Nomor 75. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ):

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik
[ndonesia Nomor 4286:

3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nastonal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
L.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438:

5. Peraturan Pemenntah Nomor 38 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578

6.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tabun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Dacrah sebagaimana telah diubah beberapa Kali, terakhir dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan



9.

10.

1.
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17.

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Dacrah (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310):

Undang-Uindang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan fangka Panjang,
Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700;

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (l.embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan l.embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Norma Pengawasan
dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penanganan
Pengaduan Masyarakat dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Dacrah:
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilavah
Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahan 2017
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana
Tata Ruang Wilavah Nastonal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 77. Tambahan L.embaran Negara Republik indonesia Nomor 6042:

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (L.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan
l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 48901):

Peraturan Mentert Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/04/M.PAN/03/2008 Tentanyg Kode Etik Aparat Pengawas Intern Pemerintah:
Peraturan Menteri Negara Pendavagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/OS/M.PAN/O3/2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah:
Peraturan Menteri Negara Pendayvagunaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2009
Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan. Pemantavan. Evalvasi dan Pelaporan Tindak
[.anjut Hasil Pengawasan Fungsional:

Peraturan Menteri Negara Pendavagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2009
Tentang Pedoman Kendah Mutu Aparat Pengawas Intern Pemerintah:

Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito ara:
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20.
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26.

Peraturan Dacrah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Dacrah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2003-2023
(L.embaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04. Tambahan
I.embaran Dacrah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34y

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (l.embaran Negara Republik Indonesta Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Dacrah (Lembaran Negara
Republik Indonesta Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3587 schagaimana telah diubah beberapa kali. terakhir Undang-Undang
Nomor 09 Tahun 20135 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58. Tambahan [.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679:

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6. Tambahan Lembaran Negara Republik

indonesia Nomor 3494);

. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tabhun 2014 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Dacrah Kabupaten Barito Utara Tahun 2003-2025
(Lembaran Dacrah Kabupaten Barito Utara Tahun 2014 Nomor 8. Tambahan Lembaran
Dacrah Kabupaten Barito Utara Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang rencana Pembangunan jangka
menenygah Nasional (RPIMN) Tahun 2020-2024

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228. Tambahan l.embaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor @ 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan

Keuangan Dacrah.
Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor

136):;
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang lata Cara Perencanaan.
Pengendalian Dan Fvaluasi Pembangunan Dacrah. Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dacrah Dan Rencana
Pembangunan  Jangka Menengah  Daerah. Serta Tata Cara Perubahan Rencama
Pembangunan Panjang Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah:

Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahuan 2020 tentang Klasitikasi. Kodetikast dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor {447):

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Venitikasi
dan Validasi Pemutahiran Klasifikast, Kodefikasi dan Nomenklatur  Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah:

Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Tahun 20016-2021
(Lembaran Daerah Propinsi KalimantanTengah Tahun 2017 Nomor 1)

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor @ 1 Tahun 2019 Tentang Rencana
Program Jangka Menengah Daerah (RPIMD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023
(Lembaran Dacrah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 Nomor 1. Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor Th

Peraturan Daerah Kabuapaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Tata
Ruang Witayah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019-2039 (Lembaran Gaerah Kabupaten
Baroto Utara Tahun 2019 Nomor 3. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banto
Utara Nomaor 3).

Peraturan  Bupati Barito Utara Nomor 04 Tahun 2017 tentang Tugas dan Uraian Jugas
Jabatan pada Inspektorat Kabupaten Barito Ultara.

Peraturan Bupati Barito Utara Nomor: 34 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi.

Tugas dan Fungsi. serta Tata Kerja Inspektorat

Maksud dan Tujuan

Secara umum maksud ditetapkannya Renstra Inspektorat adalah untuk memberikan arah

kebijakan, program dan kegiatan apa yang ingin dicapai dalam kurun waktu tiga tahun

mendatang. bagaimana cara mencapainya dengan beberapa permasalaban yang telah dihadapi



serta langkah-langkah strategis apa vang perlu dilakukan Inspektorat agar tujuan tercapai.

Renstra Inspektorat merupakan klarifikasi secara eksplisit dari Rencana Pembangunan Dacrah

{RPD) Kabupaten Barito Utara. vang diterjemahkan secara strategis. sistematis dan terpadu

ke dalam tujuan, sasaran. kebijakan. program prioritas serta indikator Kinerjanya.

Adapun wjuan ditetapkan Rencana Strategis (Reostra) Inspektorat Kabupaten Barito

| ftara adalah:

1.

Menjadikan dasar acuan resmi bagi seluruh Aparatur Inspektorat dalam penyusunan
kebijakan Inspektorat tahun 2024 - 2026

Menciptakan keterpaduan dan keserasian gerak seluruh jajaran Inspektorat dalam
melaksanakan program dan kegiatan pembangunan  aparatur  yang terencana  dan
memiliki akuntabilitas.

Sebagai pedoman pelaksanaan program bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Inspektorat Kabupaten Bartto Utara.

Menjalankan pengawasan dan pembinaan pada seluruh Instansi di Kabupaten Banto

[ 'tara.

1.4, Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan rancangan awal Rencana strategis Perangkat Daerah disajikan

berpedoman pada lampiran Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 86 Tahun 2017 dengan

sistematika penulisan:

BAB | Pendahuluan.

BAB Il Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB Il Permasalahan dan 1su Strategis Perangkat Dacrah.
BAB IV Tujuan dan Sasaran.

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan,

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan.
BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.

BAB VIII Penutup.



1.5. Hubungan Renstra Inspektorat dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Renstra Inspektorat yang merupakan klarifikasi secara cksplisit dari Rencana Pembangunan

Daerah (RPD). diharapkan dapat bermanfaat sebagai acuan dalam penyusunan 6 jenis dokumen

perencanaan sebagail dasar penganggaran antara lain:

2

~
RN

> wos

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPIPD)
Rencana Fata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana Pembangunan Daerah (RPD)

Rencana Strategis Perangkat Daerah {Renstra-PD)
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Rencana Kerja Perangkat Dacerah (Renja-PD)

Rancangan awal RPD dimaksudkan Sebagai dokumen pengganti RPIMD akan disusun

bersamaan dengan rancangan awal Rencana Strategis Perangkat Dacrah (Rensira PD).

Selanjutnya. RPD Kabupaten Barito Utara digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Kemudian RKPID akan menjadi pedoman dalam

penyusun Rencana Kerja Perangkat Dacrah (Rema PD) dan KUA PPAS serta RAPBD.



BAB I
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAKRAH
INSPEKTORAT KABUPATEN BARITO UTARA

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

A. Tugas dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Barito Utara Berdasarkan Peraturan

Peraturan Bupati Barito Utara Nomor: 34 Tabun 2020 tentang Susunan Organisasi. Tugas

dan Fungsi. serta Tata Kerja Inspektorat sebagai berikut

1) Tugas Pokok Inspektorat Kabupaten Barito Utara

Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati Membina dan Mengawasi Peluksanaan

Urusan Pemerintahan vang menjadi Kewenangan Dacrah dan tugas pembantuan oleh

Perangkat Dacrah:

2) Fungsi Inspektorat Kabupaten Barito Utara

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Inspektorat menyelenggarakan fungsi

a.

b.

-~

i

Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan:
Pelaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit.
reviu. evaluasi. pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya:

Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dart Bupati dan. atau
Gubernur sebagal Wakil Pemerintah Pusat:

Peny usunan laporan hasil pengawasan:

Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi:

Pengawasun pelaksanaan program reformasi birokrasi:

Pelaksanaan administrasi Inspektorat: dan

. Pelaksanaan tungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan

fungsiny:x:

B. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 34 twhun 2020 tentang Susunan Organisast Tugas

dan Fungsi serta Fata Kerja Uiraian Tugas Jabatan pada Inspektorat Kabupaten Barito

[itara. bagan susunan organisasi inspektorat Kabupaten Barito Utara sebagai berikut:
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2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Susunan kepegawaian inspektorat, dalah sebagai berikut ;

a. Susunan Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan dan Eselon

.  ESELON e
Pangkat/ Eselon Eselon Esclon ! Fungsional | Struktural Jumiah |
No. Golongan |
H {1 v o
l. [Vie - - - | - - -
IvV/d N - | A [
- S n i do
Ve 3 - - 2 i ; 3 j
VR [ ,l‘ - } R : {
IVib - 7 -4 3 | 7 !
o |
[V/a : - 6 4 2 6 |
L — e -
P2 lid - - 6 6 - 6
B e - - : 3 2 7
i L. e e
1H/b - - - i - 3 3
Hl/a - - - : - 13 i35
[
3. | 1/d - ' - - - 1 1 \
L ; 1
i Hie - ’ - - 2 1 3 i
i 1I/b - - - ; -
[1/a - T - - ' - - -
4 1d - { - - : - Z - -
Iic : i - A |
I’b - o - L ‘ - i - |
| | i
a : s
Jumtiah 3 ; 7 1 12 i 23 29 52
1 | ;




b. Susunan Pegawai Berdasarkan Pendidikan Foermal: (terakhir)

No Pendidikan Laki-Laki Perempuan Jumlah | Keterangan
|
| |
1. SD - - | - : - !
- R :
2 SLTP ! - ( ] : - ;
3] SITA T T T T :
4. Sarjana Muda 3 R 3 -
R S 1 0 7 27 -
; | i L -
S S--2 3 i 5 8 -
Jumlah 29 12 41 - i
|
— - - I

Data Per 1 Januart 2023

¢. Susunan Pegawai Berdasarkan Pendidikan/ Pelatihan Strukturai: (terakhir)

Jabatan Struktural yang Diduduki
No | Jenis Pendidikan/ ~ Eselon
Pelatihan Struktural Jumlah I 1] | v Non
|

t. | Sespa . ‘ - A ! ) -

2. | Spamen/ Dikla_l}ﬁh}-ﬁ 1 1 - 1 - -

3. | Spama/ Diklatpim I 4 - s |- 5

| 4, ! Adumla o . - o . .
5. | Adum / Diklatpim IV | | S ER
Jumlah 6 1 5 - 2 j 14

|

Data Per 1 Januari 2023

d. Susunan Pegawai Berdasarkan Pendidikan Fungsional:

7

Ne Jenis Pendidikan l Jumlah APFP (Orang)
i Diklat Auditor i k3
2| Diklat P2UPD j




APEP yang bclum““;l_icngikuti Pendidikan

I Teknis Fungsional Auditor

APFP vang belum in&@ikmi Pendidikan E .
4+ ' 6 i
; Teknts Fungsional P2UPD ; i

Data Per 1 Januari 2023

Jumlah .‘ % A 36 ;

Adapun dalam menjalankan tugas dan fungsi guna mencapai rencana yang telah
ditetapkan. Inspektorat mempunyai kelengkapan atau sarana dan prasarana scbagai pendukung

Kinerja antara lain :

- Kendaraan Operasional Roda 4 .2 buah
- Kendaraan Operasional Roda 2 ;200 buah
- Komputer PC 5 buah
- Laptop . & buah
- Scanner ;6 buah
- Printer - 13 buah
- Faximili : I buah
- Muesin Fotocopy : 1 buah
- Wi-Fi Phone Internct 30 binit
- Gedung Perkantoran 20 ton
- Rumah Dinas : 1 Unit

Data Per Januart 2023

2.3. Kinerja Pelavanan Perangkat Daerah.

Pengawasan merupakan bagian integral dari system manajemen modern termasuk
manajemen pemerintahan vang mutlak tidak dapat dicliminir. karena ia melekat pada setiap
gerak langkah Pemerintahan. Pembangunan dan Peluyanan Masyarakat. Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan. Pengendalian Dan livaluass
Pembangunan Daerah. Tata Cara Pvaluasi Rancangan Peraturan Dacrah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Dacrah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah



Dacrah. Scrta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Dacrah.
menekankan pentingnya pengawasan. Inspektorat Kabupaten Barito Utara mempuny i
kompetensi pengawasan atas semua obsek pemeriksaan yang ada di wilavah Pemerintah

Kabupaten Barito Utara. kecuali hal tertentu yang telah diatur oleh ketentuan lain vang

mengaturnya.
a. Obyek Pemeriksaan meliputi :
| ’ g ,
. No. | Jenis Obyek Pemeriksaan Jumlah f
. |
}__ | — N L — R i
‘ ! ' Badan 6 :
\ 2 ‘ Dinas/Setda/Setwan 1 o
3. f Inspektorat ] |
S PN S - - e
+. Kantor ! !
..._.,.%,, -T R I - e e e e} . . R -
3. | Kecamatan ‘ ) \
S— e L e e e e ——— - e S _——— - e — - ——— {
O bewRelwban o R
7 smp 47
ER ﬁ‘ ,g[)- ) B o o - i 18y
et ] U SRRSO
JUMLAH ? o4 }
L e e

" SLTH]her Data ['ahun 2022

Mencermati hal-hal tersebut diatas ditinjau dari sisi Sumber [Jayva Manusia Aparat
Pemeriksa  dan  jumlah  jangkauan obvek  pemeriksaan  yang ada belum  terdapat
keseimbangan vang propersional. khususnva dari segi Kuantitas dan kualitas  Aparat
Pemeriksa vang ada. Terdapat perbedaan kesepahaman antara Aparat Pemeriksa dengan
pihak-pihak vang diperiksa yang disebabkan antara lain lemahnya sosidisast aturan/jukiak
yang ada.

Sistem Pengendalian Intern vang dilaksanakan olch masing-masing Atasan Langsung
Perangkat Dacrah belum berjalan efektil’ sebagaimana yang diharapkan. Hal im dapat
diidentifikasikan bahwa belum semua kegiatan berorientasi pada kualitas hasil. tepat waktu.

tepat mutu. ketaatan terhadap aturan serta kepuasan stakeholders.,



b. Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Barito Utara.

Faktor - faktor vang mendukung tercapainya indikator Kinerja terutama pada :

1y Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP).

2) Meningkatnva jumlah status temuan yang selesat ditindaklanjuti .

3) Meningkainya Jumlah Status Penanganan Kasus Pengaduan Masvarakat yang masuk.

Faktor-faktor pendukungnya adalah :

a) Semangat atau komitmen Pegawai yvang menangani T1L.HP

b) Kesadaran dari auditan (obyek) unmiuk menvelesaikan hasil temuan.

¢) Dukungan dari instansi Vertikal terutama BPK Perwakilan Propinsi Kalimantan
Tengah.

d) Dukungan dari Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

e) Banvaknya kasus pengaduan masyarakat vang telah diselesaikan dengan baik terutama
ada kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai Negen Sipil. dan Penanganan Kasus
terjadinya Kerugian Negara. untuk lebih jelasnva dapat dilihat dari abel 2.1 dibawah

Ini :
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Indikator kinerja pengawasan dalam mewujudkan Aparatur Negara vang Bersih. Berwibawa
dan Bebas KKN dapat ditunjukkan melalut pengelolaan keuangan dan capaian kinerja. dan
penyelesaian tindak lanjut hasil-hastl pengawasan. dari capaian indikator tersebut terlihat
selama 4 tahun realisasi kinerja dapat dicapar sesual dengan target kinerja vang f{elah

ditetapkan.

¢. Evaluasi Kinerja Sasaran Strategis/Utama
Sasaran |
= Meningkatnya Jumiah Auditan pada Perangkat Dacrabh Lingkup Pemenntah Kabupaten
Barito Utara ~. Hasil evaluast capaian kinerja sasaran meningkatnya jumiah auditan pada
Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Utara dengan 2 (dua) indikator
kinerja vaitu Jumlah LHP dan Jumiah TLHP.
Hasil pengukuran indikator kinerja sebagai berikut:

[ Tahun 2022
No. Indikator Kinerja Satuan

Target Realisasi | Capaian

e e amem e s

Persentase hd&ll_pemeﬁi\sadn o B , '
1 I'ahun 7009 64.20% 01.71%

| vang ditindakianjut ! |

Persentase penurunan temuan , -
2 penurunan temuan Fahun 75% | 74.72% | 99.62%

Perbandingan capaian kinerja dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 sebagai berikut:

Tahun | Tahun TahunjuTahun Tahun

No. Indikator Kinerja :
2018 2019 2020 | 2021 2022

1| Persemtase hastl pemeriksaan 31 23 0 90% | 91.71%

vany ditindaklanjuti

14

Persentase penurunan temuan 232 136 0 40% | 99.62%

Mectode pengukuran indikator kinerja tersebut vaitu Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan dan
Jumlah Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan per 31 Desember 2022, Realisasi atas Kedua
indikator tersebut menunjukkan penurunanterutama pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

dari tahun-sebelumnya. Faktor - faktor vang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran



adalah: tersedianva anggaran untuk melakukan  pemeriksaan reguler dan Khusus di
| ingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Htara.
Hambatan/masalah:  Terbatasnva anggaran uniuh melakukan  pengawasan baik reguler
maupun khusus di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
Strategi/upaya  pemecahan  masalah:  penambahan  dan  efesiensi terhadap - anggaran
pemeriksaan reguler dan khusus di LingKungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
Sasaran 2
“Meningkatnya Kesadaran Auditan (Obrik) dalam Menvelesaikan  Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya kesadaran auditan (obrik) dalam
menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Dengan 1 (satu) indikator kinerja vaitu
Meningkatnya Jumlah Status Temuan vang sclesai di [indak Lanmjuti. Hasil pengukuran

indikator kinerja schagai berikut:

L ' " { ol ‘Tahun 2022

l No. Indikator Kinerja | Satuan . |

‘ | - Target E Realisasi Capa:an l

I M‘é}-]illgi(alll}'u © Jumlah  Status | - I -

| - Temuan yang sclesai di Tindak * Tahun @ 91.71% + 99% 99%

i Lanjuti | : I
_— — S o oo SR PR

Perbandingan capaian kinerja dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 sehagat berikut:

' - | Tahun | Tahun  Tahun | Tahun | Tahun |
No. Indikator Kinerja ‘; ; : i ?

i 2018 ‘ 2019 | 2020 | 2021 2022
_— ; - N | 1 R A
o1 Mcninukatnva Jumiah T j ‘1 i |
- Status Temuan vang selesat ‘ 91% | 99% | 999, 1 99% 999, 1
| | di Tinduk Lanjuti i |

Metode pengukuran indikator kinerja terschut yaitu meningkatnya jumizh staius temuan

vang sclesai ditindak lanjuti per 31 Desember 20220 Realisast atas indikator tersebut

menunjukkan jumlah TLHP sang selesai ditindak lanjuti cukup memadat dari tahun



sebelumnya schingga mendapat Pengahargaan Peringkat Pertama dalam penvelesaian THHP

dari BPK Perwakilan Propinst Kalimantan Tengah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adafah:  adanya

komiunen Pemerintah Dacrah dan Kepala Perangkat Dacrah untuk menycelesaikan TLHP

sesual jangka waktu yang telah ditentukan.

Hambatan/masalah:

¢ Masih terdapat beberapa auditan vang masih belum memahami dan menyelesaikan TLHI 14
sesuai waktu vang telah ditentukan.

e ‘Terbatasnva Anggaran untuk melakukan Koordinasi dan Konsultasi dengan Instansi yang
terkait dalam upava untuk menyvelesaikan TLHP.

Strategi‘upaya pemecihan masalah:

e Memberikan pemahaman kepada auditan yang menjadi sasaran penyelesaian TLHP untuk
menvelesaikan TLHP sesuai waktu vang tetah ditentukan.

e Meclakukan upava pengusulan untuk penambihan Dana/Anggaran pada tahun berikutnya.

Sasaran 3.

“Penanganan Good Governance di Pemerintah Kabupaten Barito Utara ™

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran penanganan good governance di Pemerintah Kabupaten

Barito Utara. Dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitn Meningkatnya Jumiah Status Penanganan

Kasus Pen;__aduan Masvarakat vang masuk. Hasil pumul\umn indikator kinerja schagat berikut :

o | “Tahun 2022
No. Indikator Kinerja | Satuan : e

; ; Target Realisasi | Capaian |

1 i Munmgl\alm& }'cngc]ola | Presentase | 90% | 31% J'r 102.56%
H ! H

! l’cnt_.aduan | ' .

Puba.ndmgan capdmn I\mt.rjd dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 sebagai berikut:

; o “ITahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tabhun
No. Indikator Kincerja

2018 2019 2020 2021 2022

M;-klﬂwringkaln_va Pengelola Pcn"s;_--:-i;iuan 0 1 6% 80% 3% ¢

,,,,L e

Lo RO I




Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinyva. Inspektorat Kabupaten Barito Utara menangan
kasus/pengaduan dari masyarakat. perintah Bupati, dan  pengembangan  temuan  hasil
pemeriksaan. Pada tahun 2022 Inspektorat Kabupaten Barito Utara menerima pengaduan
schanyak 15 kasus diantaranya kasus terkait dengan indisiphiner PNS dengan ancaman
hukuman disiplin PNS kategori hukuman scdang dan berat. kasus perceraian PNS. dugaan
penvalahgunaan keuangan daerah/desa. Dan yang telah dilakukan pemeriksaan terdapal
rekomendasi sehanvak 15 kasus.

Hasil pemeriksaan kasus selanjutnya dipergunakan scbagai bahan oleh Bapak Bupati
Barito Utara yang dikoordinasikan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Barito Utara. Dinas Sosial. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa maupun
Kepala Perangkat Dacrah terkait. untuk tindaklanjutnya. Faktor - faktor vang mempengaruhi
keberhasilan pencapaian sasaran adalah: Tingginya harapan stekeholder termasuk komponen
masyarakat akan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih.
Hambatan/masalah : terbatasnya anggaran untuk penanganan pengaduan masyarakat yang
masuk sehingga tidak semua dapat diselesaikan.
Strategi/upaya pemecahan masalah : pemantauan peraturan perundang - undangan oleh Kepala

Perangkat Daerah.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Kabupaten Barito Litara
Adapun jumlah anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Inspektorat Kabupaten

Barito Utara dari 2023 sampai dengan 2026 dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini :



¢t

"l R

Bl Riw eIt

|
vat |
i
/

KR KN L0y

LIRS

KRG OO0 i

"aull

————

Oyl ¥us v1Y

BeoNbo Loy

7.
ikl SR

S II.MI...I JR—

FTLy b

ot e puy

SRRty 11y

flE e it

(W Pyt |

[LITEIENINY
tep urdmdwupua g

WERE MR, SHH|IRE ] |

UEP UBNRWEBUf
RUMHg P s |

N TITTRA R DIV ¥ER]

Rroalb (v

B8Ry IR 0y

LA U

hrsrtl|

“aldi b

POENLUOG Iyl

LN o

“oiditl

b yin e |

ol

U

SR

FR L g

UL Shy RYW)

i Ly

POl IR

Ui e of

5 dit] o

[BEREIRTT

(s (s

Bhd b Ut

(LR S A 2L

WX LY Iy

o !

[

Notrus g

njuaaa) aenlng
UREEAD URSEWRALI,]
useaedduapsuay

ERRUR SN Iy

[ARES ST

NGy INY

SRR |

Yol v IR L

slus Jdald

THE sl R ]

TREEMU | UHsEw kAU

URRISBAUMANUD,|

EN Y

Yty

soi Py bie

YIASI(E YRBLIaWd
uesns y Buufuniay

LR R TTT

EITUEL RTEL YT ST E TR

YRAIU() BUYEILIAW

ursi § Auufunuag
BVE[ U LU §

LN NI

LN U] sy

el i

LD AuR DLy

s

YRIIW(] RIMLIIL S, |
st ) Fusfunuag

YHaAB() QNN
Buwiwg ukepriduy,)

"eliil

Cati “alkil

oy MER 0y 200 |

188 6] Tyr )

[HURS H RN

SEE 6K (N0

PR s o |

LRl Cry |

sk IR JHT

yrIoR(] 1EYFNRIS|

Wy IsknsEwpy

By Bt

ot

| prUH

el R yon H

LR )

(R ST

BOG 19 rRL

Sl snnZrn

(e 0

IRV o6 (49

IR RS

[PUFELTE

1EHIURIA G uR I wRdNiaYy

sy

“oli}l “uidi

o] Pl

CIMUTR YLl A

1Y G By X

ST ERG 1Ny o

IR 4 SR LA

tru Uy

IME Oy N

ot ey BNy o

who OHE T6%

geaong) wydumaag

URHERRIY 1S |SHE WPy

ol

R

Yo} ot

AN

Py utl CaF

RIS S o

| STRRFESRYS: 3

FS SRR IO o

G8s 9t It

K86 yut

IV

i

YeaIR(| b Bur3f
rlaaury wenpeay
urp ueardduedusg

‘UNHLRINII URIRIBIY

(1) r}

£

Tn (%))

)

{g)

)

{y)

{r}

U

(i

BSY{RIY | neawduy

9%

—

0T

STHE | PTOT

ydird

¥{OT

iy

YT

prd [

a1

WRY B Wng 3
e18Y - BI1EY

-3 UNYR | YRIBETUY
HED ISES) RIY UKD OFSKY

-3 unyze | eprd uBaRESuY SNy

-y unye | eped ugiwdduy

uvIRl )

90T ~ Lo unye |
eaey)) ojseg} unedngey 1eloryadsu| gelae(g eydueidg usuee[ad ureuRpua | 1SESI|RAY Uep ueiedduy

L

ciogel



Dari tabel 2.2 diatas. bahwa Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020 bhanya ada 6 Program, 1
(satu) Program Utama dan 5 (lima) Program Penunjang dan tahun anggaran 2018 untuk
Program Fasilitas pindah/purna tugas PNS disarankan oleh BPK Rl pada Audit Pemeriksaan
saat itu tidak bisa dilaksanakan. schingga rasio dan realisasi anggaran sampai tahun 2022
adalah 0 %.

Untuk Belanja Tidak Langsung (BTL), jumlah anggaran tahun 2022 sebelum perubahan
vang dialokasikan untuk mencapai sasaran terscbut seluruhnya sebesar Rp 8.129.013.516.- yvang
terdiri dari Belanja Langsung sebesar Rp. 2.953.958.392.- dan Belanja Tidak Langsung sebesar
Rp 5.175.055.124.- dan mendapat penambahan anggaran pada APBD Perubahan sehingga
jumlah anggaran menjadi sebesar Rp. 9.459.013.516.- yaitu terdiri dan Belanja Langsung
schesar Rp. 3.653.956.854.- dan Belanja tidak .angsung Schesar Rp. 5.805.056.662.

Jumiah Anggaran Tahun 2022 pada Inspektorat Kab, Barito Utara

- H

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
NO BTL (Rp) BL (Rp) BTL (Rp) BL (Rp)
5.175.055.124.- | 2.953.958392- | 3.805.056.662.- | 3.633.956.854.-

Untuk mewujudkan sasaran strategis tersebut melalui program-program scbagat berikut:
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kabupaten/kota. dengan kegiatan:

¢ Perencanaan, penganggaran dan evaluast kinerja perangkat dacrah

» Administrasi keuangan perangkat daerah

e Administrasi kepegawaian perangkat daerah

o Administrasi umum perangkat daerah

e Pengadasan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

¢ Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah dacrah

e Pemeliharaan barang milik dacrah penunjang urusan pemerintah dacrah

(3

Program penvelenggaraan pengawasan. dengan kegiatan:

¢ Penyelenggaraan pengawasan internal

¢ Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu

3. Program perumusan kebijakan. pendampingan dan asistensi dengan kegiatan:

e Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasihitusi pengawuasan



¢ Pendampingan dan asistensi

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dengan kondisi perkembangan konsep pengelolaan organisasi yang pesal seperti

munculnya konsep manajernen perencanaan pengawasan. manajemen berbasis resiko hingga

manajemen  sistem informasi serta adanya perubahan Struktur Organisasi di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Barito Utara. menuntut peningkatan dan perubahan indikator keberhasilan

[nspektorat. Oleh karena ttu. pada kurun waktu 3 (tiga) tahun mendatang Inspektorat berupaya

meningkatkan hasil capaian kinerjanya (pengembangan pelayanan) sebagai berikut:

B

12

h

Persentase  Peningkatan hasil pengawasan secara berkala terhadap objek  pemerikssan
berdasarkan PKPT pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara. dengan rencana
tingkat capaian selama 3 tahun 90%. dimana diharapkan sebanyak 384 Obrik yang dari 425
Obrik yang diperiksa telah mengalamt peningkatan dalam petayanan Publik meialui Tata
Kelola Kepemerintahan yang baik (Good Governance sesuai dengan ketentuan.

Persentase menurunnya kasus pengaduan masvarakat vang ditindaklanjuti. dengan rencana
tingkat capaian sclama 3 tahun 42% (15 PD) dan 36 Perangkat Daerah yang ada
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara,

Persentase rekomendasitemuan yang selesal ditindaklanjuti. dengan rencana tingkat capaian
sclama 3 tahun 80%.

Persentase kasus pengaduan yang ditindaktanjuti. dengan rencana tingkat capaian selama 3
tahun 42%. diharapkan adanya penurunan jumlah kasus pengaduan dan masyarakat.
Persentase rekomendasi temuan vang selesai ditindaklanjuti : Keuangan Negara/Daerah dan
Administrasi. dengan rencana tingkat capaian selama 3 tahun 90 %. mengupavakan segera
tindak lanjut hasil pemeriksaan APFP.

Jumlah perangkat daerah hasil reviu Laporan Keuangan Perangkat Daerah (PD) dengan
predikat mevakinkan. dengan rencana tingkat capaian selama 3 tahun 36 Perangkat Dacrah
(PD) dari 36 Perangkat Daerah.

Jumlah Perangkar Daerah (PD) hasil reviu LKIP dengan Predikat Baik. dengan rencana
tingkat capaian selama 3 tahun 15 Perangkat Daerah (PD) dari 36 Perangkat Daerah.

Upaya peningkatan ataupun perubahan capaian indikator kinerja tersebut di atas (secara rinci

tercantum dalam matriks Tujuan dan Sasaran). akan diupayakan oleh Inspektorat terutama

dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar dipenuhi APIP vang



mempunyai kompetensi dan kualitas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan.
Sumber Daya Manusia yang dimaksud adalah pejabat tungsional Auditor dan Pejabat Pengawas

Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD).



BAB I
PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. ldentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelavanan Perangkat Daerah

Inspektorat Kabupaten Barito Utara

Dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan urusan

pemerintahan dacrah selama kurun 5 (lima) tahun ke belakang. dari beberapa indikator kinerja

vang telah ditetapkan telah mencapai keberhasilan vang cukup baik dan signifikan dalam

mendukung keberhasilan penyelengparaan pemerintahan. Namun demikian dart segi - segi teknis

baik dari internal organisasi maupun penilaian masvarakat masih terdapat permasalahan-

permasalahan yvang merupakan isu-isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian dan tindak

lanjut yang direncanakan dalam indikator kinerja Inspektorat ke depan. Adapun isu-isu strategis

Eksternal adalah:

b3

a.

1. Eksternal

Adanya pengaduan masyarakat atas pelayanan vang kurang prima dan beberapa Perangkat
Daerah pelayanan. dengan banyaknya pengaduan akan pelavanan vang kurang prima dari
beberapa Perangkat Daerah (PD). mengindikastkan bahwa fungsi Inspekiorat sebagai
pengawasan terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan Publik di dacrah perlu pcning'katan
khususnya Sumber Daya Manusia terkait Pengawasan.

Tuntutan masyarakat dan perkembangan reformasi birokrasi vang menuntut adanya
pemerintahan bersih sebagal komitmen untuk bebas dari segala bentuk kolusi. korupsi dan
nepotisme di segala bidang penveienggaraan pemerintahan khususnya dalam pelayanan
kepada masyarakat. Inspektorat untuk senantiasa meningkatkan pengawasan pada unit

pelaksana pelayvanan publik.

Internal

a.

Jabatan fungsional di lingkungan Inspektorat baik untuk Jabatan Fungsional Auditor maupun
Pejabat Pengawas Urusan Pemerintaban Di Daerah (P2UPD). memunculkan pandangan
bahwa kinerja vang dilaksanakan Pcjabat pengawas dianggap tidak kompeten dan
professional perlu proses vang panjang.

Kurangnva tenaga Auditor sesuai jumiah auditan vang sebanding dengan beban kerja pada

Pemerintah Kabupaten Banto Utara.



3.2. Telaahan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RP1))

Berawal dari Tupuan Pembangunan Kabupaten Barito Utara Tahun 2024

Peningkatan infrastruktur wilayah

Pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya samg
Peningkatan pembangunan ekonomi yang berkelantutan
Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pendapatan
Mewujudkan ketentraman dan ketertiban pada masyarakt
Pelestarian lingkungan hidup untuk pembangunan bekerlanjutan
Penurunan angka stuntung.kentiskinan dan kemiskinan ekstrim
Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis digital

Memperkuat kapasitas daerah sebagai penvangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Barito Utara Tahun 2024;

1)

2)

7)

8)

9

10)

1)

12)
13)

Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastrukur jalan dan jembatan

Meningkatnya infrastruktur perdesaan dan pengembangan jaringan kelistrikan serta energi
lainnya

Berkembangnya jaringan telekomonikasi dan informasi

Meningkatnya minat wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun

Meningkatnya fasalitas pendidikan dan tenaga pendidik

Meningkatnva fasilitas Kesehatan. tenaga kesehatan.manajemen dan pelayanan bidang
kesehatan

Meningkatnya produksi.penvediaan dan pengembangan prasarana dan sarana  serta
pemasaran hasil pertanian

Meningkatnva produksi, penvediaan dan pengembangan prasarana dan sarana  serta
pemasaran hasil perikanan

Meningkatnva produksi. penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana serta
pemasaran hasil perkebunan

Meningkatnva kualitas  kelembagaan koperasiUKM  dan  peningkatan/pengembangan
perdagangan dan industri

Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga Kerja serta peningkatan iklim tnvestasi dan
realisasi Investasi

Berkembangnya pemasaran pariwisata, destinasi pariwisata dan kemitraan

Meningkatnva kesempatan kerja dan penciptaan iklini usaha vang kondusif’



14) Meningkatnya pemberdayaan kelembagaan kescjahteraan sosial. fakir miskin. komunitas
adat terpencil dan penyandang masalah keschatan sosial

15) Meningkatnya keamanan dan kenvamanan lingkungan serta penanganan Kontlik dan
pengembangan wawasan kebangsaan dan politik

16) Meningkatnya perlindungan dan koservasi sumber daya alam serta pengendalian
pencemaran/perusakan lingkungan hidup

17} Menurunnya angka stunting

18) Menurunnya angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrim

19) Meningkatnya penvelanggaraan pemerintahan yvang akuntabel dan transparan

20) Menjingkatnya kapasitas kelembagaan pemerintah dacrah

21) Meningkatnya pengelolaan pelayanan publik berbasis clektronik

22) Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah berbasis elektronik

23} Pengembangan produkdi dan hilirisast komoditas unggulan daerah

24} Pengembangan akses infrastruktur menuju ibu kota nusantara (IKN)

25) Pengembangan industri dan perdagangan mendukung ibu kota nusantara (IKN).
dimana merupakan prioritas pembangunan yang menunjuk pada kondisi-kondisi yang

hendak diwujudkan sepanjang periode 2024 - 2026. maka amanat yang diemban oleh [nspektorat

dari yang terkandung makna mewujudkan visi secara keselurvhan adalah Peningkatan Pelayanan

Publik melalui Tata Kelola Kepemerintahan vang baik (Good Governance) dan juga melahirkan

Pemerintahan yang bersih (Clean Governance) untuk kepentingan pelavanan masyarakat dengan

sasaran meningkatnva jumlah auditan pada Perangkat Dacrah lingkup Pemerintah Daerah

Kabupaten Barito Utara. meningkatnya kesadaran audit (Obrik) dalam menyelesaikan Tindak

{L.anjut Hasil Pemeriksaan dan Penanganan Good Governanee di Pemerintah Kabupaten Barito

[tara.

Telaahan Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah

Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai bagian tak terpisahkan darn manajemen
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memiliki tanggung jawab moral dan tekmis terhadap
pencapaian Visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam kerangka struktur organisast
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Inspektorat merupakan Perangkat Daerah dengan unsur

stal” vang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab secara langsung kepada Gubernur



Kalimantan Tengah selaku Kepala Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah dengan visi dan

misi sebagat berikut:

4. Vis

Pernyataan Visi suatu organisasi herisi cita-cita atau harapan organisasi yang ingin dicapai di

masa mendatang. Visi perlu dirumuskan dan dikomunikasikan kepada pihak internal

manajemen dan para stakeholders schingga visi ini bisa menjadi visi bersama (shared vision).

Visi Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah diformutasikan sebagai berikut

"Terwujudnya tata kelola pemerintahan vang baik di Provinst Kalimantan Tengah melalui

Aparat Pengawasan Internal Pemerintah vang Profesional dan Akuntabel”

Visi Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah dapat dijelaskan dengan kata kunci vang diambil

dari Visi sebagai berikut yaitu:

1.

o]

[S]

Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. merupakan penggambaran dart adanva scbuah
pemerintahan dengan hubungan vang stnergis dan konstruktif antara Negara. Scktor Swasta
dan Masyarakat dalam prinsip partisipasi. supremasi hukum. transparansi. cepat tanggap.
membangun konsensus. kesetaraan. efektit dan efisien. bertanggung jawab dan memiliki

visi strategis.

. Di Provinsi Kalimantan Tengah, mencakup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang

terdiri atas Sekretariat Provinsi, Sckretariat Dewan. Badan/Dinas dan Inspekiorat, serta
Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah.

Aparat Pengawasan Internal Pemerintah. melingkupi pejabat  struktural dan  pejabat
fungsional tertentu vang memiliki tugas untuk melakukan pemeriksaan dan pembinaan dan
aspek tugas pokok dan fungsi. pengelolaan sumber daya manusia. pengelolaan keuangan

serta pengelolaan sarana dan prasarana.

. Profestonal dan Akuntabel. Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah memiliki peran yang

besar sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) vang bertugas untuk
melakukan pengawasan dalam lingkup kewenangannva di lingkungan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Tengah. Sebagai Aparat Pengawasan Internal yang Profesional dan Akuntabel,
Inspektorat diharuskan memiliki keahlan dan keterampilan dalam pengawasan di bidang
kcuangan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta dapat melakukan pengawasan

dan pembinaan yang dapat dipertanggungjawabkan di lingkup kewenangannya.



b.

Misi

Berdasarkan Permendagri Nomor 34 Tahun 2010 tentang misi merupakan upava-upava yang

akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi suatu organisasi. Misi Inspektorat Provinsi

Kalimantan Tengah adalah schagai berikut:

Membina dan mengawasi Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yvang transparan. taat. efektif.

efisien dan bebas KKN di Provinsi Kalimantan Tengah

1.

[

le3

Meningkatkan kepercayaan publik melalui fungst penjaminan mutu dan pelayanan

konsultansi.

Meningkatkan kualitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Provinst Kalimantan

Tengah vang kompeten dan bebas KKN

Meningkatkan sistem informasi pengawasan berbasis Teknologi Informasi Misi Inspektorai

Provinsi Kalimantan Tengah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

Membina dan mengawasi Pelaksanaan tata kelola pemcrintahan yang transparan. taat.
efektif, efisien dan bebas KKN di Provinsi Kalimantan Tengah. Melakukan pembinaan
dan pengawasan penvelenggaraan pemerintahan sesual dengan peraturan perundang-
undangan vang berlaku dengan didasari prinsip-prinsip  transparansi. Kketaatan,
efektifitas. efisiensi dan bebas KKN dalam rangka mewujudkan tata kelola
pemerintahan vang baik sesuai dengan target pembangunan provinsi dan nasional.
mencakup aspek pelaksanaan tugas pokok. pengelolaan keuangan. pengelolaan barang
dan pengelofaan Sumber Dava Manusia.

Meningkatkan kepercayvaan publik melalui {fungsi penjaminan mutu dan pelavanan
konsuitansi. Melakukan pelayanan publik melalui penanganan pengaduan masyarakat
dan pemberian jasa konsultasi vang bebas dari konflik kepentingan agar kepercayvaan
masyarakat terhadap pemerintahan semakin meningkat.

Meningkatkan kualitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Provinsi Kalimantan
Tengah vang kompeten dan bebas KKN. Melakukan pembinaan internal Inspektorat
Provinsi Kalimantan Tengah. terutama kepada pejabat fungsional tertentu dengan
mengedepankan penanaman nilai-nilal integritas atau revolusi mental. anti korupsi,
beretika. berkomitmen terhadap mutu dan akuntabel.

Meningkatkan sistem informasi pengawasan berbasis Teknologt Informast. Melakukan
peningkatan sistem informasi  pengawasan vang memanfaatkan  perkembangan

teknologi untuk memudahkan akses publik sesuai dengan cita-cita reformasi birokrasi



yang transparan dan mendukung pelaksanaan keterbukaan intormasi publik sesual
dengan Undang-lIndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan  Informasi

Publik.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
1. Perencanaan Tata Ruang Wilayuh Kabupaten (RTRWK).
Penelaahan terhadap isu strategis RTRW bertujuan untuk mewujudkan keselarasan
rencana pembangunan jangka menengah dacrah dengan struktur dan pola pemaniaatan ruang
vang telah disusun.Sebelum menetaah struktur dan pola ruang tersebut. maka perlu ditelaah
tujuan. kebijakan dan strategi penataan ruang Kabupaten Barito Utara.
Berdasarkan rancangan Rencana Tata Ruang Wilavah Kabupaten Barito Utara tahun 2024
- 2026, wjuan penataan ruang wilavah adalah untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten
vang berseimbangan  lingkungan  berbasis  pengembangan  pertanian. - agro industri.
pertambangan dan pariwisata. Kemudian untuk mencapai tujuan penata ruang Kabupaten
Barito Utara disusun kebijakan penataan ruang yang meliputi
a4) Pengaturan  keseimbangan pemanfaatan ruang  budidaya dan non  budidaya  secara
berkelanjutan.

b) Pengembangan prasarana wilayah dalam rangka mendukung pemerataan pembangunan dan
keseimbangan perkembangan wilayah.

¢) Pengembangan scktor pertanian dengan pola intensifikasi dan ekstensitikasi dengan
berorientasi pada keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup.

d) Pengembangan industri pengolahan hasil kegiatan agro dengan memantaatkan komoditas
ungggulan wilayvah (agro industri).

¢) Pengembangan sektor pertambangan dengan prinsit pengelolaan berkelanjutan.

f) Pengembangan sektor pariwisata dengan pemaniaatan potensi unggulan wisata daerah.
Tujuan terscbut dijabarkan kembali kedalam strategi penataan ruang wikayah Kabupaten

antara lain :

a) Strategi pengaturan keseimbangan pemanfaatan ruang budidaya dan non budidaya.

b) Strategi  pengembangan prasarana  wilayah dalam  rangka mendukung  pemerataan
pembangunan dan keseimbangan perkembangan wilayah.

¢) Strategi pengembangan sektor pertanian dengan pola intensifikasi dan ekstensifikasi

dengan beroricntasi pada kescimbangan dan kelestarian lingkungan hidup.
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d) Strategi pengembangan industri pengofahan hasil kegiatan agro dengan memanfaatan
komoditas unggulan.

¢) Strategi pengembangan scktor pertambangan dengan prinsif pengelolaan.

) Strategi pengembangan sektor pariwisata dengan pemanfaatan potensi unggulan wisata
daerah.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Ada dua definist KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) vang lazim diterapkan.
vaitu definisi yang menekankan pada pendekatan telaah dampak lingkungan (EL4-driveny dan
pendekatan keberlanjutan (sustainabilitv-driven). Pada definisi pertama. KLHS berfungsi
untuk menelaah efek dan/atau dampak lingkungan dari suatu kebijakan. rencana atau program
pembangunan. Sedangkan definisi kedua. menckankan pada keberlanjutan pembangunan dan
pengelolaan sumberdaya.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah scbuah bentuk tindakan strategis
dalam menuntun. mengarahkan. dan menjamin tidak terjadinya efck negatif terhadap
lingkungan dan keberlanjutan dipertimbangkan secara inheren dalam kebijakan. rencana dan
program (KRP). Posisinya berada pada relung pengambilan keputusan. Oleh karena tidak ada
mekanisme baku dalam siklus dan bentuk pengambilan keputusan dalam perencanaan tata
ruang. maka manfaat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) bersifat khusus bagi
masing-masing hirarki rencana tata ruang wilayah (RTRW). Kajian Lingkungan Hidup
Strategis (KLHS) bisa menentukan substansi RTRW, bisa memperkava proses penyusunan
dan evaluasi keputusan. bisa dimanfaatkan scbagai instrumen metodologis pelengkap
(komplementer) atau tambahan (suplementer) dari penjabaran RTRW. atau kombinasi dan
beberapa atau semua {ungsi-tungsi diatas. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (K1LHS)
disusun untuk memastikan bahwa perinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar
dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilavah dan/atau Kebijakan, Rencana dan/atau
Program. Apabila prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah dipertimbangkan dan
diintegrasikan dalam pengambilan keputusan pembangunan. maka diharapkan kemungkinan
terjadi dampak negatif’ suatu kebijakan. Rencana dan/atau resiko Lingkungan Hidup yang
mungkin ditimbulkan oleh suatu kebijakan, Rencana dan/atau Program. sebelum pengambilan
keputusan dilakukan, dapat diantisipasi melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Dalam Undang - UUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup (PPLH) khususnya dalam pasal 15 mewajibkan Pemerintah Dacrah untuk



melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam penyusunan atau evaluast Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Dacrah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dacrah dan
kebjikan. rencanadan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko
lingkungan hidup. Proses pembuatan Rencana Strategis Perangkat Dacrah  diselaraskan
dengan proses penyusunan RPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026 vang wajib
dilakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai amanat Undang-tndang Nomor
32 Tahun 2009 tentang Perlingdungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Proses pembuatan
dan pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis {KLHS) RPD sesuai Peraturan
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penvelenggaraan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis melalui mekanisme antara lain pengkajian pengaruh kebijakan. rencana
dan/atau program terhadap kondisi lingkungan (dengan tahapan melaksanakan identifikast dan
perumusan isu pembangunan berkelanjutan. melaksanakan identifikasi materi muatan
kebijakan, rencana dan/atau program. dan menganalisis pengaruh kebijakan. rencana dan/atau
program terhadap isu pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup). perumusan
alternatif penyempurnaan kebijakan. rencana dan/atau Program serta penyusunan rekomendasi
perbaikan untuk pengambilan Kkeputusan kebijakan. rencana  dan/ataw program  yang
mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Dalam konteks pengutamaan pembangunan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan
dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (UU SPPN). Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLLHS) menjadi kerangka
integratif untuk :

1. Meningkatkan manfaat pembangunan.

[J

Menjamin keberlanjutan rencana dan implementasi pembangunan.

Membantu menangani permasalahan lintas batas dan lintas scktor. baik ditingkat

[Fe

Kabupaten. propinsi maupun antar negara (jika diperlukan) dan kemudian menjadi acuan
dasar bagi proses penentuan kebijikan. perumusan strategi dan rancangan program.

4. Mengurangi kemungkinan kekeliruan dalam membuat perkiraan/prediksi pada awal proses
perencanaan kebijakan. rencana atau program pembangunan.

5. Memungkinkan antisipasi dini secara lebih efektif terhadap dampak negatif lingkungan di
tingkat provek pembangunan. karena pertimbangan lingkungan dikaj sejak awal t1ahap

formulasi kebijakan. rencana atau program pembangunan.



Dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPD Kabupaten Barito Utara Tahun
2024 - 2026 telah diidentifikasi dan dirumuskan isu pembangunan berkelanjutan prioritas.
sebagaimana yang tercantum dalam dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KILHS)
merupakan bagian vang tidak terpisahkan dari dokumen RPD Kabupaten Barito Utara. Fsu-isu
strategis vang dihadapt oleh Kabupaten Barito Utara yang diperoleh dari analisis
permasalahan yang dihadapi daerah adalah sebagar berikut :

1) Belum optimalnya pelayanan instrastruktur wilayah.

2y  Sumber Dava Manusia Belum Kompetitif.

3) Belum optimalnya tingkat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

4) Meningkatnya kerawanan di masyarakat dan ganguan ketertiban umum.

wh

} Belum optimalnya kelestarian fungsi fingkungan hidup.

) Belum optimalnyva tata kelola pemerintahan daerah.

=)

3.5. Penentuan Isu - isu Strategis.

1. Gambaran Pelayanan Inspektorat Kabupaten Barito Utara
Sesuai dengan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 34 tahun 2020 tentang Susunan
Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Uraian Tugas Jabatan pada Inspektorat
Kabupaten Barito Utara, Inspektorat Kabupaten Bante Utara merupakan unsur pengawas
penvelenggaraan pemerintahan daerah. Secara garis besar pelavanan yang diberikan yaitu
melaksanakan pengawasan terhadap jalannva Pemerintahan Dacrah dan Desa untuk
mewujudkan pemerintahan yang baik (good governunce).
Pengawasan merupakan bagian integral dan sistem manajemen modern termasuk manajemen
pemerintahan vang mutlak tidak dapat dieliminir. karena 1a melekat pada setiap gerak langkah
pemerintahan, pembangunan dan pelavanan masyarakat. Undang-undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Dacrah. menekankan pentingnya pengawasan. Inspektorat
Kabupaten mempunyai kompetensi pengawasan atas semua obyek pemeriksaan vang ada di
wilavah Pemerintah Kabupaten Barito Utara. kecualt hal tertentu vang telah diatur oleh
ketentuan lain vang mengaturnya. Inspeklorat Kabupaten merupakan unsur pengawas
pemerintah  daerah, sccara garis besar pelayanan yang diberikan  vaitu melaksanakan
pengawasan terhadap jalannya pemerintahan  dacrah dan  desa untuk  mewujudkan

pemerintahan yang good governance.



Terkait dengan hal terscbut pelayanan yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten harus
dapat menjawab peluang dan tantangan yang muncul:

a. Adanva Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersth dan Bebas dari Unsur Korupsi. Kofusi dan Nepotisme  untuk mewujudkan
penvelenggaraan pemerintahan yang baik. bersih dan bebas dari KKN,

b. Adanva Lembaga Pembina Aparat Pengawas Fungsional.

¢. Telah terjalinnya kemitraan yang harmonis dengan instansi teknis.

d. Komitmen politis untuk pemberdavaan lembaga pengawasan dalam  melaksanakan
fungsinya.

¢. Harapan masyarakat vang tinggi terhadap transparansi Kinerja Pemerintah,

Adapun permasalahan - permasalahan vang ditemui dalam bidang pengawasan di Kabupaten

Barito Utara dapat diidentifikasikan sebagai berikut:

1) Pengendalian internal pada organisast pemerintah daerah belum optimal.

2) Penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah perlu ditingkatkan.

3) Perlunya peningkatan kedisiplinan dan motivasi aparat dan perangkat desa.

4) Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah dan pemerintah Desa belum tertib.,

5) Pengelola keuangan pada unit organisasi sebagian belum memenuhi kompetensinya.

6) Implementasi Standart Operating Prosedur (SOP) kegiatan pada unit organisasi belum

optimal.

7) Respon pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh pimpinan satuan unit kerja

belum optimal.

8) Kualitas pelavanan oleh instansi pemerintah masih perlu diungkatkan.

9) Meningkatkan pembinaan dan pengawasan  khsususnya terhadap  penyelenggaraan

pemerintah daerah yang memeliki risiko terjadinya pungutan liar (pungh).

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut. dapat dirumuskan isu strategis vang
terkait dalam bidang pengawasan vaitu “Lemahnva pengendalian internal di masing-masing
organisasi pemerintah daerah™. Pengendalian internal pada setiap unit organisasi merupakan
faktor vang mendasar sehingga tugas pokok dan fungsi tiap-tiap Perangkat Dacrah
dilingkungan Pemerintah Dacrah dapat terlaksana sesuat dengan peraturan perundang-
undangan vang berlaku. Ffektifnya pengendalian internal sangat tergantung pada komitmen
seluruh aparat pemerintah. Terlaksananya pengendalian internal vang baik pada setiap

Perangkat Daerah pada Pemerimtahan Daerah maupun Pemerintahan Desa sangat besar



ta

1,3

pengaruhnya terhadap terwujudnya penyelenggaraan pemerintaban vang baik. bersih. dun

bebas darm KRN,

Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Dacrah Inspekiorat Kabupaten Barito Utara
Dengan kondisi vang ada pada saat ini maka harapan 3 (tiga) tahun kedepan adalah

sebagai berikut:

1) Peningkatan penyelenggaraan administrasi umum. dengan penyediaan fasilitas kerja
pegawai agar tercipta suasana Kerja vang meny enangkan.

2} Adanya peningkatan mutu dan jumiah aparatur pengasasan.

3) Peningkatan pemanfaatan hasil-hasil pemeriksaun Aparat Pengawasan Internal dalam
rangka pengambilan kebijukan Pemerintah Daerah.

4) Peningkatan koordinasi dan pembinaan teknis pengawasan,

Peningkatan Operasional pemeriksaan serta penanganan terhadap kasus-kasus pengaduan

A
—

masyvarakat.
&) Sistem Pengendalian Intern dapat dilaksanakan di masing-masing Perangkat Daerah.

7v  Adanva peningkatan semangat perbaikan Kinerja aparatur Pemerintah.

Implikasi RTRW bagi Pelayanan Perangkat Dacrah.

Sebagaimana Misi Pemerintah Kabupaten Barito Utara yanu Peningkatan Pelavanan
Publik melalui Tata Keloda Kepemerintahan vang baik (Good Governance) schinggy sangat
relevan dengan rumusan misi Inspektorat Kabupaten Barito Utara sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinva. adalah Misi mewujudkan Pelaksanaan Reformasi Birokrast dan kualitas

pelavanan publik vang profesional. akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Implikasi K1.HS bagi Pelayanan Perangkat Dacrah.

Dalam  pelaksanaan  fungsi  pengawasan  Inspektorat  Kabupaten Barito  Utara
mempunyaitujuan vaitu Peningkatan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Kepemerintahan
vang baik (Good Governance) dan Bebas Korupsi. Untuk mencapai tujuan diatas Inspektorat
Kabupaten Barito mempuvai Sasaran Strategi yvaitu ~ Meningkatkan hasil Pengawasan yang

berkulitas *.



4.1

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan

-

Tujuan vang hendak dicapai Inspektorat dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun adalah:
Terwujudnya hasil pengawasan yang berkulitas untuk mendorong pelayanan publik dan

pemerintahan yang akuntabel.

Sasaran
Sasaran vang akan dicapai Inspektorat pada rancangan akhir rencana strategis tahun 2024 -
2026 adalah sebagai berikut “Meningkatnya hasil pengawasan vang berkualitas™ kemudian pada
tahun 2023 mengalami perubahan Sasaran vaitu © a). Meningkainva kualitas pengawasan,
Meningkatnya pengendalian internal. b). Meningkatnva kapabilitas APIP. ¢). Koordinasi.
Supervisi. dan Pencegahan. dan d). Meningkatnya pengelolaan pengaduan.
Adapun Tujuan dan Sasaran beserta target kinerja jangka menengah [nspektorat Tahun
2022 — 2023 adalah sebagaimana tabel 4.1 bertkut:
Tabel 4.1
Tujvan dan Sasaran Rancangan Akhir Renstra Inspeklorat

Kabupaten Barito Utara

B S Target Kinerja
No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/Sasaran /Sasaran Pada
; Tahur Ke-
2025 2026
1)) 2) 3) 4) L)) (6)
| Terwujudnva Meningkainya Persentase peningkatan  hasil pengawasan | 90 % 00 2%
i hasil hasil pengawasan | secara berkala terhadap objek pemeriksaan ! | |
pengawasan vang berkualitas berdasarkan PKP] j
vang berkualitas Persemase Perangkal Daerah _\aI;gU T T
mendorong melaksanakan SIPD sesuai Ketentuan 85% 85%
¢ Pelavanan Persentase Perangkat Dacrah vany, [‘ [
pubfik dan menindak lanjuti temuan pengawasan. i00% ! 100 '
pemerintahan i Persentase kasus pengaduan vang o erV*‘rﬁ !
1 L - i !




o | vang akuntabel i ditindak lanjuti 7 i 429 1 42%
: , Persentase Rekomendasi temuan yang I |
i ; ¢ oselesat ditindaklanjuti @ Keuangan Negara BT T (L
‘ | Dacrah dan Administrasi. j :
i | S S .
i ‘ Jumlah Perangkat Davrah hasil reviu laporan i |
! keuangan PD dengan Predikat menyakinkan, g 56 PD | 36 rD
| i [ e e 1 . Sy
' ¢ lumlah Perangkat Dacrah hasil reviu LKIP
; : | dengan Perdikat bk 0PD 0 20PD
T L e e - S S
Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Rancangan Akhir Renstra Inspektorat
Kabupaten Banto Litara
J ; ‘ Target Kinerja T
No TFujuan i Sasaran Indikator /Sasaran Pada Tahun
| . :
i ! Tujsan/Sasaran ! Ke- ‘
i S i
5 1 ; , |
: 2024 | 2025 ' 2026 .
[T [ SR _— i R e b4 ——.
) (2) 3 i (4} P48 (6) (7
- y e e [ e b g
b Terwujudnya hasil Meningkainya - Persentase Hasil ' _ :
1 ;
pengawasin yang hualitas pengawasan i Pemeriksaan vang 068" o 1% 1| 74% |
. : [ - [
berkualitas j ¢ duindaklanjuti | ‘
| ! b o B
' t mendorong ! | Persentase penurunan
i ' . : ! 0y 7200 T2
! Pelay anan publik dan P temuan ‘ ‘ ‘
_ T S I R
pemerintahan yang Meningkatnya i Skor Maturitas SPIP f : ]
o ; L3009 | 3.009 0 3010
akuntabel pengendalian internal l ! i
' e e - + - - JRp— - - H
! Meningkatny a I Level Kapabilitas APIP o
. Al A 1)

|
i kapabilitas APIP

¢ Koordinass.
Supervisi. dan
Pencegahan.

- Meningkatnya

o pengelolaan

pengaduan.

[ S

i Skor MCP (M_ti_l]ih)l'il;g. e

Center. Prevention)

¢ Persentase pengaduan

i
| . .
| vang diselesathian

TR 80
‘ 5 : |
F— _.._“.ﬁ I e _4‘
! 7(‘!"0 : 78“:1 S('l"u



BAB YV
STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1. Strategi
Strategi adalah cara unuk mewujudkan tujuan. dirancang secara Konseptual. analitis,
realitis. rasional dan komprehensil. Cara pencapaian tujuan dan sasaran adalah faktor-faktor
penting/kunci keberhasilun dalam proses perencanaan strategis Inspektorat Kabupaten Bartto
Utara vang menveluruh dan terpadu meliputi Kebijakan, Program dan  Kegiatan dengan
memperhatikan Sumber Daya Organisasi serta lingkungan vang dihadapi. yang hemudian
dituangkan dalam kebijakan. program dan kegiatan yvang dilaksanakan setiap tahun dalam kurun
wakiu 3 (tiga) tahun dimana pelaksanaannya dibiavai melalui APBD.
Adapun Strategi vang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Barito Utara dapat dilihat
pada Tabel 5.1 dibawuh ini.
Visi © terwujudnya masyarakat Barito Utara vang religius. mandiri dan sejahtera. melalm
percepatan peningkatan pembangunan di bidang sumber daya manusia. infrastruktur dan

ekonomi kerakyatan

Misi : Peningkatan pelavanan publik melalui tata kelola kepemerintahan yang baik ryood

Giovernance)
Tabel 5.1
e e - S e
i 1 !
No | Tujuan Saszran Strategi ;  Arah kebijakan
S - i — s S . l
1 1
1 Terwujudnya Meningkatnva Melaksanakan pengawasan Jan Meningkatkan
aparatur hasil | Pembinaan atas peny elengeraan ‘ cfektivitas }
f . . 1 |
I Penvawasan vanyg i Pengawasan pemerintah dacrah, hegiatan pungawasan terhadap ‘
! . i ) |
i berkuaihas untuh | yang ¢ pembangunan dun pembinaan perangkat dacrah
mendorong | berkuaiitas . hemasyarakatan |
pelavanan public . ] ‘
! .
! : I
t dan hepemerintahan ! i
! | i
vanyg akuntabel | :
{ Melakukan investigasi terhadap © Meningkatkan
informasi vang berdedikasi i ketertiban tindak
: ! Korupsi. penyvalahgunaan " lanjut hasil




wewenany, dan pelanggaran

terhadap peraturan disiplin PNS

i Menjadi katalisator pelaksanan
gond governance di
Pemerintahan kKabupaten Barito

tJtara

pemeriksaan
terhadap perangkat

' dacrah

Meningkatkan
koordinasi atau
kerjasama dengan
LAPIP

:
Meningkatkan
Pengawasan agar
tercapai target PAL)
! serta pengawasan

| pelavanan public

sesuai prosedur

Meningkatkan kemampuan

aparatur pengawasan

Meninghatkan

SUMBER DAY A
MANUSIA

Pengawasan

Meningkatkan Fasilitas

penunjang Kegratan pengawasan

 Pengadaan surana
dan prasarana

pendukung untuk

pengawisan.

i Meningkatkan
profusionalisme.

clisien dan efetivilas

i ketatalaksanaan

i Inspektorat

kelancaran pelaksana

kualitas aparatur dan

Faktor - faktor kunci keberhasilan tersebut lebih memtokuskan pada strategi organisasi dalam
mencapai tujuan dan misi organisasi sccara efektif dan efisien. Uraian tentang taktor kunci
keberhasilan dapat dimulai dengan melakukan identitikasi indikator atau ukuran vang dapat

menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran vang telah ditetapkan melalui metode analisis

SWOT (Strenght. Weaknes. Opportunity dan Threat). yaitu:

a) Strategi mengoptimalkan kekuatan untuk memantaatkan peluang:



b
c)
d)

Strategi mengurangi kelemahan untuk meman

Strategi menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi ancaman:

taathan peluang:

Strategi mengurangi kelemahan untuk mencegah dan mengatasi ancaman.

Strategi yang dilakukan Inspektorat dalam mengatasi faktor-faktor vang menghambat kinerja

aparatur pengawasan, sebagai berikut :

FAKTOR - FAKTOR INTERNAL

_(S) Srfengltt /Kekuatan

(Wi H_;i'r_:ess / Kerlrerl;nahan.

1. Semangat kerja dan  distplin - kerja yang

tinggi dari  seluruh  stat untuk

melaksanakan vist dan misi inspektorat

ada

cukup

Lo

Telih fandasan  hukum  untuk

pelaksanaan  tugas  pemeriksaan dan .

pengawasan  (Perbup tentang  Pedoman.

Sistem dan Prosedur Pengawasan/Standar

Audit)

Dukungan dari Bupati Barito Utara terkait 5

tad

pemberian penghargaan berupa insentif atau

tunjangan. !

IRLh![ll\dn diklat Tungsi(ihltl ) 77

menghambat  pengembangan  potenst

Sumber Daya Manusia APIP

2

Kebijakan mutasi dan promosi vang
mengakibatkan kinerja Sumber Dava
Manusia dibidang audit masih lemah
Kebijakan penetapan unjangan jabatan
fungsional vanyg tidak sesuai dengan

beban kerja

(()'@;nrtuniry !Peiuang

FAKTOR- FAKTOR FEKSTERNAL

(T) Threat/Ancaman

. Adanya keinginan masyvarakat untuk

mewujudhan  penegakan  hukum dani

reformasi birokrasi

2. Adanva Keinginan top manager untek 2.
|
. |
menmingkatkan pengawasan ;
i . .
3. Adanya  keinginan  obrik  untuk

(]

meningkatkan kinerjaaparat.

terperiksa) bahwa pemeriksaan Inspektorat -

hanva bersitat formalitas.

Pemahaman masvarakat vang berlebihan

i

terhadap arti transparansi schagai akibat

adanva reformasi.

Obyvek diperiksa  (obrik)  masth

ving
mempunyai keterikatan
schingga  secara  psikologis  berpengaruh

terhadap hasil pemeriksaan.

organisatoris |

L



Hasil interaksi atau pemetaan faktor - faktor internal dan cksternal dengan mengacu pada

kata-kata kunci tersebut dapat dituangkan ke dalam tabel sebagat berikut

PEMETAAN INTERAKSI FAKTOR

FAKTOR-
FAKTOR
INTERNAL

FAKTOR-FAKTOR EKSTERNAL

PELUANG

ANCAMAN

STRATEGI (8O)

STRATEGI (ST)

- KEKUATAN

o

‘»d

. Mendavagunakan personil

dan semangat kerja serta

disiplin kerja diantara seluruh

staf (ST O

Menggunakan dukungan
Bupati Banto Utara untuk
melaksanakan tugas
pemeriksaan/pengawasan
dalam rangka lawen for
cement serta melaksanakan
RPIMD Kabupaten Barito
Utara (5202)
Menggunakan landasan
hukum yang ada untuk
mclaksanakan tupoksi
Inspektorat Banto Utara
untuk mendorong
penyelenggaraan
pemerintahan vang baik (83

03)

¢

CTI

Il. Mendavagunakan Personil

Lol

. Menggunakan dukungan Bupati

dengan maksimal dan memupuk
semangat Kerja serta disiplin kerja
diantara seluruh stat untuk
melaksanakan vist dan misi

Inspektorat Barito Utara (ST T1)

Barito Utara untuk melaksanakan ‘
tugas pemeriksaan/pengawasan |
agar obrik vang diperiksa
memahami tentang arti
pentingnya fawen for cement
sehingga praduga bahwa

pemeriksaan Inspektorat hanya

formalitas dapat ditepis (82 T2)
Mendavagunakan landasan
hukum yang ada untuk
melaksanakan tupoksi inspektorat
Barito Utara scsual dengan
tuntutan masyvarakat sebagai
akibat adanya reformasi (53 T3) l




1. Meningkatkan kualitas l. Mendavagunakan sumber daya
i sumber daya manusia dengan manusia vang ada untuk
! cara melaksanakan. i meningkatkan hasil
| diseminasi/sosialisasi audit ;  pengawasan/pemeriksaan (W1
dan mengadakan referensi ™
(W1 010 2. Mendayagunakan landasan
- KELEMAHAN | 2. Mengatasi terbatasnya hukum vang ada untuk
kemampuan sumber daya 5 melaksanakan tugas sesuai
manusia di bidang audit arah kebijakan pemeriksaan/
dengan cara menvamakan pengawasan sehingpa dapat
persepsi diantara seluruh stat mendorong obrik untuk
untuk melaksanakan tugas meningkatkan kinerjanya
sesuai dengan arah (W2T2)
D .
kebijaksanaan ?
i pemeriksaan/pengawasan !
T Inspektorat Kabupaten Barito ; |
1 Utara (W202) |

analisis SWOT diatas maka Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Barito Utara mempunyai

strategi :

1) Melaksanakan pengawasan dan pembinaan atas penyvelengraan pemerintah daerah. kegiatan
pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan.

2) Melakukan investigasi terhadap informasi yang berindikasi korupsi. penyalahgunaan
wewenang dan pelanggaran terhadap peraturan disiplin PNS.

3) Menjadi Katalisator pelaksanaan Good Governance di Pemenntahan Kabupaten Barito Utara.

4) Meningkatkan kemampuan Aparatur Pengawasan.

5} Meningkatkan fasilitas penunjang kegiatan pengawasan.

Kebijakan

Pada dasarnva kebtjakan merupakan ketentuan vang telah disepakati dan ditetapkan oleh
Inspektur Kabupaten Barite Ultara dengan para Inspektur Pembantu sebagai pedoman. pegangan
dan petunjuk bagi setiap kegiatan Inspektorat Kabupaten Barito Utara schingga sasaran. tujuan.

Visi dan Misi Organisast tercapai. Kebijakan Inspektorat untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun 2024-



2026 perumusannya telah disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten

Barito Utara adalah sebagai berikut:

1) Kebijakan Internal, yaitu kebijakan dalam menentukan/mengelola program-program

pembangunan, terdiri :

1.

3.
6.
7.

Meningkatkan Efektifitas Pengawasan terhadap Perangkat Daerah;

2. Meningkatkan Ketertiban Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan terhadap Perangkat Daerah;
3.
4

. Meningkatkan Pengawasan agar tercapai target PAD serta Pengawasan Pelayanan Publik

Meningkatkan Koordinasi/kerjasama dengan APIP lain;

sesuai Prosedur;
Meningkatkan Kualitas Aparatur dan Sumber Daya Manusia Pengawas;
Pengadaan sarana dan prasarana pendukung untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

Meningkatkan profesionalitas, efisiensi dan efektivitas ketatalaksanaan Inspektorat.

2) Kebijakan Eksternal, yaitu kebijakan yang diterbitkan oleh Inspektorat Kabupaten Barito

dalam rangka mengatur, mendorong, dan memfasilitasi kegiatan masyarakat:

» Mendorong terwujudnya upaya peningkatan pelayanan publik di lingkungan

Pemerintahan Kabupaten Barito Utara. Untuk mendukung sebagaimana Tujuan dan

Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Utara.

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Barito Utara Halaman | 46



BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu
langkah-langkah konkrit yang harus dilaksanakan dalam periode yang ditentukan. Langkah-
langkah konkrit tersebut tertuang dalam Program dan Kegiatan yang disusun dan ditetapkan
berdasarkan tugas dan fungsi serta ketentuan peraturan yang ada. Dalam menyusun dan
menetapkan Program dan Kegiatan, Inspektorat secara nomenklatur mengacu pada ketentuan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011. Adapun Program dan Kegiatan Inspektorat
Kabupaten Barito Utara adalah sebagai berikut :

6.1. PROGRAM LOKALITAS INSPEKTORAT KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN
2024-2026
Merupakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Inspektorat Kabupaten Barito
Utara, yaitu terdiri dari Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kabuapten /kota, dengan
kegiatan:
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Kegiatan:
e Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
e Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
e Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
e Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
. Koérdinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
e Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
e Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
e Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
e Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
e Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
¢ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
e Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

e Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
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Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sosialisasi Peraturan Perundang-Indangan

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Pengadaan Mebel

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Program Penyelenggaraan Pengawasan, dengan kegiatan:

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

Reviu Laporan Kinerja

Reviu Laporan Keuangan

Pengawasan Desa

Kerjasama Pengawasan Internal

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan APIP.
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Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi, dengan kegiatan :

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan

Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah

Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi

Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

6.2 ADAPUN PROGRAM LOKALITAS INSPEKTORAT KABUPATEN BARITO UTARA

TAHUN 2024-2026
Merupakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Inspektorat Kabupaten Barito

Utara, yaitu terdiri dari :

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dengan kegiatan:

Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
Administrasi keuangan perangkat daerah

Administrasi kepegawaian perangkat daerah

Administrasi umum perangkat daerah

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah

Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

Program penyelenggaraan pengawasan, dengan kegiatan:

Penyelenggaraan pengawasan internal

Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu

Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi dengan kegiatan:

Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan

Pendampingan dan asistensi
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6.3 PROGRAM DAN KEGIATAN LINTAS PERANGKAT DAERAH
Merupakan program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Barito Utara yang berhubungan
dengan Perangkat Daerah lain, di mana program dan kegiatan ini merupakan tugas pokok utama
Inspektorat Kabupaten Barito Utara sebagai lembaga pengawasan. Maka dalam program dan
kegiatan ini akan berhubungan langsung dengan seluruh Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Program dan Kegiatan tersebut adalah :

Program Peningkatan sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH, dengan kegiatan pada tahun 2024-2026:
a) Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala

e Audit Kinerja

e Audit Kinerja Lainnya

e Evaluasi Pelayanan Publik

e Evaluasi Penyelenggaran Pemerintah Daerah

e Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Resposive Gender

e Pemeriksaan Cash Opname

e Pemeriksaan Keuangan

e Pemeriksaan Pajak Pusat dan PNPB

e Reviu Akuntabilitas Belanja Daerah

e Reviu Pengelolaan Pendapatan Daerah

e Reviu DAK

e Reviu DPA Murni

e Reviu DPA Perubahan

e Reviu Pengelolaan Manajemen Kas dan Persediaan

e Reviu Pengelolaan Pembiayaan Dearah

e Reviu Penyerapan anggaran

e Reviu Penyerapan PBJ

e Reviu Program Kegiatan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN)

e Reviu RKA murni

e Reviu RKA Perubahan

e Reviu RKPD Perubahan
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6.4

6.5

¢ Reviu Laporan Kinerja
e Reviu LKIP
e Reviu LKPD
e Reviu LPPD
e Reviu Laporan Keuangan
e Monitoring dan Evaluasi Dana BOS
e Monitoring dan Evaluasi Dana Desa
b) Penanganan kasus pengaduan/Pemeriksaan Khusus dan pengujian lingkungan Pemerintah
Daerah
¢) Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
d) Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
e¢) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
f) Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan

g) Pengawasan dan Penanganan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli).

PROGRAM DAN KEGIATAN LINTAS PERANGKAT DAERAH

Merupakan program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Barito Utara yang berhubungan
dengan Perangkat Daerah lain, di mana program dan kegiatan ini merupakan tugas pokok utama
Inspektorat Kabupaten Barito Utara sebagai lembaga pengawasan. Maka dalam program dan
kegiatan ini akan berhubungan langsung dengan seluruh Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Program dan Kegiatan tersebut adalah :
Program Penyelenggaran pengawasan, dengan kegiatan pada tahun 2024-2026:
e Penyelenggaraan pengawasan internal

e Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu

PROGRAM DAN KEGIATAN KEWILAYAHAN
Merupakan Program dan kegiatan kewilayahan, dimana dalam hal ini Inspektorat
Kabupaten Barito Utara melakukan kerjasama dengan Instansi lain di luar wilayah Kabupaten
Barito Utara baik lintas horisontal maupun lintas vertikal.
Kerjasama tersebut dalam bentuk rapat atau koordinasi di bidang pengawasan, terutama
dilakukan koordinasi dengan BPKP, Perwakilan BPK-RI Propinsi Kalimantan Tengah,

Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi dan Birokrasi RI, Kementrian Dalam
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6.6

Negeri RI, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Inspektorat jenderal  (Irjen),
Departemen/Lembaga dan instansi-instansi lain yang terkait.
Adapun Program dan kegiatan kewilayahan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten

Barito Utara pada Tahun 2024-2026 adalah:
a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan:

- Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis ASN tenaga APIP dan APFIP
b. Program Penyelenggaraan Pengawasan, dengan kegiatan:

- Koordinasi Pengawasan yang lebih komperehensif
¢. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi:

- Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah

- Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi

- Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan

Korupsi

- Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

PROGRAM DAN KEGIATAN KEWILAYAHAN

Merupakan Program dan kegiatan kewilayahan, dimana dalam hal ini Inspektorat Kabupaten
Barito Utara melakukan kerjasama dengan Instansi lain di luar wilayah Kabupaten Barito Utara
baik lintas horisontal maupun lintas vertikal.

Kerjasama tersebut dalam bentuk rapat atau koordinasi di bidang pengawasan, terutama
dilakukan koordinasi dengan BPKP, Perwakilan BPK-RI Propinsi Kalimantan Tengah,
Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi dan Birokrasi RI, Kementerian Dalam
Negeri RI, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Inspektorat Jenderal (Irjen),
Departemen/Lembaga dan instansi-instansi lain yang terkait.

Adapun Program dan kegiatan kewilayahan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten
Barito Utara pada Tahun 2024 - 2026 adalah:

Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi dengan kegiatan:
e Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan

e Pendampingan dan asistensi
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Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Inspektorat Kabupaten Barito Utara pada tahun
2024-2026 dapat dilihat pada Tabel 6.1 dibawah ini :
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Tabel 6.1.

Indikator Kinerja
Tujuan,

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Data Capaian Unit Kerja
Program dan Sasaran, Program pada Tahun Perangkat Daerah Lokasi
Tujuan Sasaran Kode Kegiatan (outcome) Awal Penanggung jawab
dan Perencanaan Tahun 2021 Tahun 2022
Kegiatan (2023)
(output)
target Rp target Rp
(1) (2) (3) “) (5) (6) (7) (8) (C)] (10) (20)
Terlaksannya Peningkatan :
Penunjang Penunjang c. rog! uamvgcag_w Tingkat Realisasi
Urusan Urusan il Penunjang Urusan
Peshocingah Peinerintah Daerah IR Sematnnl D 100% 100% 6.781.872.240 100% 6.951.419.049
Daerah Daerah e g Kabupaten/Kota
kabupaten kabupate
o Tingkat Realisasi
erencanaan, Daraniaiin
Penganggarandan | oo o s oparan dan 100% 100% 121.968.077 100% 125.017.142
Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah Perangkat Dacrah
1. Penyusunan Tersusunya
Dokumen Dokumen 4 4 7999 613 4
Perencanaan Perencanaan Dokumen Dokumen B Dokumen 8.199.603
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
dalam 1 Tahun
2. Koordinasi dan Terkoordinasi dan
Penyusunan Tersusunannya
Dokumen RKA- | Dokumen RKA- 4 4 1799538 4 212462
SKPD SKPD dalam 1 Dokumen Dokumen Dokumen
Tahun
o - dinasidan | Terkoordinasi dan
Tersusunannya
WM“_M““MH: RKA- Dokumen Perubahan 4 4 4.999.638 4 ShaA.623
SKPD RKA-SKPD dalam 1 Dokumen Dokumen Dokumen
Tahun
Sk Terkoordinasi dan
Penyusunan DPA. | TerwsunanmaDPA- | 4o . 4999.775 . 5.124.632
SKPD SKPD dalam 1 Dokumen R Dokumen e
Tahun
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Indikator Kinerja

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tujuan, Data Capaian Unit Kerja
_ Program dan Sasaran, Program pada Tahun Perangkat Dacrah Lokasi
Tujuan Sasaran Kode Kegiatan (outcome) Awal Penanggung jawab
‘ dan Perencanaan Tahun 2021 Tahun 2022
egiatan (2023)
(output)
target Rp target Rp
(1) 2) 3) “) (5) (6) 7 (8) © (10) (20)
5. Koordinasi dan Terkoordinasi dan
Penyusunan Tersusunannya 4 4
Perubahan DPA- | berubahan DPA- 4Dokmen | poyinen | HTE | Dognes 5134529
SEED Tahun
6. Koordinasi dan Koordinasi dan
Penyusunan Penyusunan
Laporan Capaian Laporan Capaian } 4 4
Kinerja dan Kinerja dan Ikhtisar 4 Dok Dokumen 4399698 Dokumen ALAea
Tkhtisar Realisasi Realisasi Kinerja
Kinerja SKPD SKPD
7. Evaluasi Kinerja | Evaluasi Kinerja 3 4 4 .
Perangkat Daerah Perangkat Daerah 4 Dokumen Dokumen §8.970.000 Dokumen 1250
Administrasi Administrasi
Keuangan Keuangan Perangkat 100% 100% 3.841.684.889 100% 3.937.727.011
Perangkat Dacrah Daerah
2 . Tersedianya Gaji
L. Penyedioan Gaji | 1) 1y niongan ASN 100% 100% | 3.714.286.000 100% 3.807.143.150
dan Tunjangan ASN. | 5 rom 12 bulan
2. Penyediaan Tersedianya
Administrasi Administrasi
Pelaksanaan Tugas Pelaksanaan Tugas 100% 100% 109.400.000 100% 112.135.000
ASN ASN dalam I Tahun
. Terlaksannya
3. Pelaksanaan Penatausahaan dan
Penatausahaan dan 2 : <
" A Pengujian/Verifikasi
Pengujian/Verifikas
i Kenangan SKPD Keuangan SKPD
dalam | Tahun
4. Koordinasi dsn Terkordinasinya dan
p Tersuusunya
enyusunan
Laporan Keuangan h%....:_.aa Keuangan 1 1 1
; Akhir Tahun SKPD Dokumen Dokumen 4.999.638 Dokumen 5.124.629
Akhir Tahun SKPD s T Takiih
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Indikator Kinerja

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tujuan, Data Capaian Unit Kerja
Program dan Sasaran, Program pada Tahun Perangkat Daerah Lokasi
Tujuan Sasaran Kode Kegiatan (outcome) Awal Penanggung jawab
dan Perencanaan Tahun 2021 Tahun 2022
Kegiatan (2023)
(output)
target Rp target Rp
(1) (2) (3) ) (5) (6) (7 (8) © (10) (20)
5 Koordinasi dan W«wﬁai__:&m@a dan
Penyusunan nmi::atﬂ.w e
aporan Keuangan
Laporan Keuangan | g1 o Trivuianan/ e Ll 7.999.613 Rl 8.199.603
Bulanan/Triwulanan
Semesteran SKPD
/Semesteran SKPD
dalam I Tahun
N Tersusunnya
w.o__“. aﬁﬂwz%mmb: Pelaporan dan
>=mmmmm Beconails Analisis Prognosis 100% 100% 4.999.638 100% 5.124.629
Realisasi >=m aran Realisasi Anggaran
ge dalam I Tahun
Administrasi Administrasi
Kepegawaian Kepegawaian 100% 100% 339.286.250 100% 347.768.406
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
1. Pengadaan Tersedianya Pakaian
Pakaian Dinas Dinas Beserta Atribut o
Beserta Atribut Kelengkapannye 100% 100% 39.366.250 100% 40.350.406
Kelengkapannya dalam 12 bulan
Terlaksannya
2. Pendidikan dan Pendidikan dan
Pelatihan Pegawai Pelatihan Pegawai
Berdasarkan Tugas Berdasarkan Tugas o0 % Lo B 163.930.300
dan Fungsi dan Fungsi dalam 1 T
Tahun
c Terlaksananya
.u. _w._m:_u_:mmz Bimbingan Teknis
Teknis ;
Implementasi Impiewngsd
Peraturan Peraturan 90% 90% 139.988.000 90% 143.457.700
Perundang- Perundang-
Uridan m:w Undangan dalam |
& Tahun
Administrasi Umum | Administrasi Umum
Perangkat Daersh Perangkat Dacrah 100% 100% 876.858.050 100% 898.779.501
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Indikator Kinerja Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan, Data Capaian Unit Kerja
S.omnm_.:. dan Sasaran, Program pada Tahun Perangkat Daerah Lokasi
Tujuan Sasaran Kode Kegiatan (outcome) Awal Penanggung jawab
dan Perencanaan Tahun 2021 Tahun 2022
Kegiatan (2023)
(output)
target Rp target Rp
(1) 2) 3) ) (5) (6) (7 (8) @ (10) (20)
. Terpeliharanya
__A“ﬁﬂ“wmw_“ﬂmﬂmﬁﬁm Komponen Instalasl
e Listrik/Penerangan 100% 100% 7.639.500 100% 7.830.488
Listrik/Penerangan B K
Bangunan Kantor pngunan Rantor
dalam I Tahun
. Terpeliharanya
2. Penyediaan
Peralatan Rumah | Feralatan Rumah 100% 100% 16.343.250 100% 16.751.831
Tangea Tangga dalam 1
£8 Tahun
3. Penyediaan Tersedianya Bahan
Bahan Logistik Logistik Kantor 100% 100% 101.090.000 100% 103.617.250
Kantor dalam 12 bulan
4 Penyediaan | Tersedianya Barang o
) 10, 0.
Barang Cetakan dan — 100% 100% 129.374.300 100% 132.608.658
Penggandaan
12 bulan
5. Penyediaan Mmﬂm&nh.zn Bahan
Bahan Bacaan dan Wwwhﬂﬂnsw:
Peraturan 100% 100% 59.796.000 100% 61.290.900
Perundang-
Perundang- d oy
undangan undangan dalam
Tahun
6. Penyelenggaraan Terselenggaranya
Rapat Koordinasi Rapat Koordinasi dan
i BonEalagi Konsutasi SKPD 100% 100% 562.615.000 100% 576.680.375
SKPD dalam 1 Tahun
Pemeliharaan
o bt | i g
Pamnians Uit Milik Daerah 100% 100% 418.113.850 100% 428.566.696
mn,....n_”_;mm_. Daerah Peping st
Pemerintah Daerah
Tersedianya
__‘n.nﬂmum“:wmmimm £ g
: Kendaraan Dinas 100% 100% 102.395.700 100% 104,955,593
Operasional atau .
Lapangan Operasional atau
Lapangan 3 Unit
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Indikator Kinerja Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan, Data Capaian Unit Kerja
Program dan Sasaran, Program pada Tahun Perangkat Dacrah Lokasi
Tujuan Sasaran Kode Kegiatan (outcome) Awal Penanggung jawab
dan Perencanaan Tahun 2021 Tahun 2022
Kegiatan (2023)
(output)
target Rp target Rp
(1) 2) (3) 4) (5) (6) (7) (8) ® (10) (20)
Terlaksannya
2. Pengadaan Mebel | Pengadaan Mebel 100% 100% 129.580.000 100% 132.819.500
dalam 12 bulan
Terlaksannya
u_. Pengadaan Sarana dan
Sarana dan
Plsaan Prasarana , , . .,
Pendulung Gedung Mm:aia:h Gedung 80% 80% 186.138.150 80% 190.791.604
antor atau
MH?H.:MWNE%E Pangunan Lulnnye
& Y& | dalam 12 bulan
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan Penunjang Urusan 100% 100% 714.708.164 100% 732.575.868
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa Tersedianya Jasa
Surat Menyurat Surat Menyurat 100% 100% 11.498.300 100% 11.785.758
dalam 1 Tahun
Penyediaan Jasa Tersedianya Jasa
Komunikasi, Komunikasi, Sumber o . i
Smmber DayaAir Daya Air dan Listrik 100% 100% 130.999.864 100% 134.274.861
dan Listrik dalam 12 bulan
Penyediaan Jasa Tersedianya Jasa
Peralatan dan Peralatan dan o 0 o
Pérlengkapan Peilanghanan Kiilor 100% 100% 49.970.000 100% 51.219.250
Kantor dalam I Tahun
Penyediaan Jasa WM“M«M“NW N&hﬂ.
Pelayanan Umum y 100% 100% 522.240.000 100% 535.296.000
K Kantor dalam 1
antor
Tahun
Pengadaan Barang Pemeliharaan
Milik Daerah Pengadaan Barang 4 5
Penunjang Urusan Milik Daerah 100% 100% 520.732.960 100% 533.751.284
Pemerintah Daerah | Penunjang Urusan
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- — = indikator Kinerja “Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan, Data Capaian Unit Kerja
Program dan Sasaran, Program pada Tahun Perangkat Daerah Lokasi
Tujuan Sasaran Kode Kegiatan (outcome) Awal Penanggung jawab
dan Perencanaan Tahun 2021 Tahun 2022
Kegiatan (2023)
(output)
target Rp target Rp
(1) 2) 3) 4) (5) (6) )] (8) 9 (10) (20)
Pemerintah Daerah
1. Penyediaan Jasa Tersedianya Jasa
Pemeliharaan, Pemeliharaan, Biaya
Biaya Pemeliharaan, Pajak,
Pemeliharaan, dan Perizinan a - o
Pajak, dan Perizinan | Kendaraan Dinas 100% 100% 100.733.160 100% 103.251.489
Kendaraan Dinas Operasional atau
Operasional atau Lapangan dalam 12
Lapanga bulan
2 Terrpeliharanya
Pemeliharaan/Reha | Rehabilitasi Gedung
bilitasi Gedung Kantor dan 100% 100% 419.999.800 100% 430.499.795
Kantor dan Bangunan Lainnya
Bangunan Lainnya dalam 12 bulan
Peningkatan Program :
Terlaksannya Penyelenggat Peningkatan Program Peningkatan ;
Penyelenggaraa oo Penyelenggaraan 100% 100% 1.194.880.639 100% 1.224.752.655
n Pengawasan | wgu_nﬁmﬂ. o Pengawasan
Peayslonsgaramn. | Repyclcngparaen 100% 100% $19.888.701 100% $40.385.919
pengawasan internal | pengawasan internal
Terlaksannya
Pengawasan Kinerja | Pengawasan Kinerja
Pemerintah Daersh Pemerintah Daerah 100% 100% 44.940.000 100% 46.063.500
dalam 1 Tahun
P Terlaksannya
engawasan P
Keuangan engawiEan
: Keuangan 100% 100% 240.950.000 100% 246.973.750
Pemerintah Daerah ;
Pemerintah Daerah
dalam I Tahun
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Indikator Kinerja Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan, Data Capaian Unit Kerja
Program dan Sasaran, Program pada Tahun Perangkat Daerah Lokasi
Tujuan Sasaran Kode Kegiatan (outcome) Awal Penanggung jawab
dan Perencanaan Tahun 2021 Tahun 2022
Kegiatan (2023)
(output)
target Rp target Rp
(1) (2) (3) ) (5) (6) @) (8) ©) (10) (20)
2 Terlaksannya Reviu
m,._”._m_q_.m__%oa: Laporan Kinerja 100% 100% 24.999.725 100% 25.624.718
] dalam I Tahun
RevinT Ao Terlaksannya Reviu
K B Laporan Keuangan 100% 100% 24.999.725 100% 25.624.718
S dalam 1 Tahun
Terlaksannya
Pengawasan Desa Pengawasan Desa 100% 100% 199.999.738 100% 204.999.731
dalam 1 Tahun
. Terlaksannya
Kerjasama Kerjasama
Pengawasan Pengawasan Internal 100% 100% 183.999.750 100% 188.599.744
lnnteral dalam 1 Tahun
_ Terlaksannya
maﬁe.sm. i Monitoring dan
valuasi Tindak sl
; ; Evaluasi Tindak
Lanjut Hasil Lanjut Hasil
Pemeriksaan BPK Pemeriksaan BPK RI 100% 100% 99.999.763 100% 102.499.757
RI dan Tindak dan Tindak Lanjut
Lanjut Hasil Hasil P, iks,
Pemeriksaan APIP o e
) APIP dalam 1 Tahun
FETE | penckngan
Densan Tuitia Pengawasan Dengan 100% 100% 374.991.938 100% 384.366.736
Te :.m_._a Y Tujuan Tertentu
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Indikator Kinerja Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan, Data Capaian Unit Kerja
Program dan Sasaran, Program pada Tahun Perangkat Dacrah Lokasi
Tujuan Sasaran Kode Kegiatan (outcome) Awal Penanggung jawab
dan Perencanaan Tahun 2021 Tahun 2022
Kegiatan (2023)
(output)
target Rp target Rp
(1) 2) (3) “) &) (6) (7 (8) ) (10) (20)
Terlaksannya
Penanganan Penanganan
Penyelesaian Penyelesaian o
Kengisn Kerugian 100% 100% 39.992.000 100% 40.991.800
Negara/Daerah Negara/Daerah
dalam 1 Tahun
Terlaksannya
Pengawita: Pengawasan Dengan
Dengan Tujuan Tuinan T 100% 100% 334.999.938 100% 343.374.936
Tertentu wjuan Tertentu
dalam I Tahun
Peningkatan
wﬂnww“_h_ﬁ Perumusan Program Perumusan | Program Perumusan
S T Kebijakan, | Kebijakan Teknis di | Kebijakan Teknis di SR { I y
Mhscm.rg»g Pendampinga Bidang Pengawasan | Bidang Pengawasan 100% 100% 211.559.900 100% 196.359.148
npingan | dan dan Fasilitasi dan Fasilitasi
dan Asistensi Akt
Perumusan Terlaksannya
Kebijakan Teknis di | Perumusan "
Bidang Pengawasan | Kebijakan Teknis di 100% 100% 19.990.000 100% 20.489.750
Bidang Pengawasan
dalam 1 Tahun
PR Terlaksannya
Kebijakan Teknis di | Perumusan
o I Kebijakan Teknis di 100% 100% 19.990.000 100% 20.489.750
Bidang Fasilitasi : Fasilitasi
Pengawasan Bidang Fasilitasi
Pengawasan dalam 1
Tahun
Pengawasan Pengawasan
Pendampingan dan | Pendampingan dan 100% 100% 191.569.900 100% 196.359.148
Asistensi Asistensi
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Indikator Kinerja Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan, Data Capaian Unit Kerja
Program dan Sasaran, Program pada Tahun Perangkat Daerah Lokasi
Tujuan Sasaran Kode Kegiatan (outcome) Awal Penanggung jawab
dan Perencanaan Tahun 2021 Tahun 2022
Kegiatan (2023)
(output)
target Rp target Rp
(1 2) 3) 4) (5 (6) (7 (8) 9) (10) (20)
Terlaksannya
Pendampingan dan Pendampingan dan
Asistensi Urusan Asistensi Urusan
Pemerintahsn Pamériniakan 100% 100% 81.585.000 100% 83.624.625
Daerah Daerah dalam 1
Tahun
; Terlaksannya
Ao, | Pendampingan,
Verifikasi, dan nE-.na_, Verijdkus, 100% 100% 29,993,700 100% 30,743,543
Penilaian Reformasi | 40 Penilaian
Birokrasi Reformasi Birokrasi
kg dalam 1 Tahun
Terlaksannya
Koordinasi Koendinash
G Monitoring dan
Monitoring dan E -
- valuasi serta
Evaluasi serta Verifikasi
Verifikasi € 100% 100% 49.997.500 100% 51.247.438
Pencegahan dan
Pencegahan dan
Pemberantasan
Pemberantasan
Korupsi Korupsi dalam 1
Tahun
. Terlaksannya
va-.amam_:mﬁ_ Pendampingan,
Asistensi dan Asistensi dan
Verifikasi ; 100% 100% 29.993.700 100% 30.743.543
Verifikasi Penegakan
Penegakan :
Integritas Integritas dalam 1
Tahun
TOTAL ANGGARAN : 8.188.312.779 8.372.530.848
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Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Inspektorat Kabupaten Barito Utara pada tahun 2024 -
2026 dapat dilihat pada Tabel 6.2 dibawah ini :
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Tabel 6.1.

Indikator
..wx.i_. Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
ujuan, Kerja
5 Sasaran Kondisi Kinerja pad Perangkat Lok
Tujuan Sasaran | Kode : FLNMpeLypRES ¥
1 Program dan Program Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 akhir periode Rencana Daerah asi
Kegiatan (outcome) Perangkat Daerah _.ni_,nmn:n
Dan Kegiatan B Jawa
::;M.m:: target Rp target Rp target Rp target Rp
(L] (2) 3) (4) (5) (11 (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
,_,nq_m_n.mmnuwn _ua_:um_r A Program Penunjang | Tingkat Realisasi
Penunjang Penunjang : L
Urisin thrisan Urusan Pemerintah Penunjang Urusan
g . Daerah Pemerintah 100% 12.853.678.175 100% 14.139.045.993 100% 15.552.950.592 100% 15.552.950.592
Pemerintah Pemerintah
Tk Ddesh Kabupaten/Kota Daerah
kabupaten kabupaten ERmpateniiot
Kegiatan - R,
Perencanaan, w._wﬂw” MM:MH_;&_
Penganggaran dan | pooonooarandan | 100% | 447.405.988 100% | 492.146.587 100% 541.361.246 100% | 541361246
Evaluasi Kinerja Bvalugsi Kinerig
Perangkat Daerzh Perangkat Onnww:
I. Penyusunan Tersusunya
Dokumen Dokumen 4 4 4 4
Perencanaan Perencanaan Dokumen 55.914.788 Dokumen 61.506.267 Dokumen 67656893 Dokumen 67,656,893
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
dalam 1 Tahun
2. Koordinasi dan Terkoordinasi dan
Penyusunan Tersusunannya y
Dokumen RKA- Dokumen REA- 4 4.884.000 4 5.372.400 & 5.909.640 4 5.909.640
SKPD SKPD dalam 1 Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen
Tahun
3. Koordinasi dan Terkoordinasi dan
Penyusunan Tersusunannya
Dokumen Dokumen 4 4.884,000 4 5.372.400 4 5.909.640 4 5.909.640
M M._“_Wa_—__ an RKA- .»M M.“_Wh%ﬂh »4_"0 1- Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen
aiam
Tahun
4. Koordinasi dan MM“”“MM“_HN.M_ME_ « 4 4 A
.ﬂﬂﬂﬁnnaﬁu DPA- DPA-SKPD dalam Bk 8.799.594 Dokumen 9.679.554 Dokumen 10.647.509 Dokiinen 10.647.509
1 Tahun
5. Koordinasi dan n,m_.__.aaa&ann_._ dan
Penyusunan Tersusunannya B 4 " i
Perubahan DPA- Perubahan DPA- ok 8.799.594 Dokumen 9.679.554 Dibumes 10.647.509 Bokumen 10,647,509
SKPD SKPD dalam 1
Tahun
6. Koordinasi dan Koordinasi dan
Penyusunan Penyusunan
Laporan Capaian Laporan Capaian 4 4 4 4 +
Kinerja dan Kinerja dan Dk 140.577.525 Sk 154.635.278 Dbkiiina 170.098.805 Dokumen 170.098.805
ikhtisar Realisasi ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD Kinerja SKPD
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Tabel 6.1.

Indikator
Kinerja Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Tujuan, Kerja
. Sasaran Kondisi Kinerja pada Perangkat Lok
Tujuan Sa Kode g e o P .
J Ly Program dan Program Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 akhir periode Rencana |  Daerah | asi
Kegiatan (outcome) Perangkat Daerah Penanggung
Dan Kegiatan R y R jawsb
(output) target p target p target p target Rp
) 2) 3) 4) (5) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
7. Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja 4 4 4 4
Peranghkat Daerah Perangkat Daerah Dokumen 223,545,987 Dokumen 245.901.136 Dokumen 270.491.249 Dokumen 270.491.249
Administrasi Administrasi
Keuangan Perangkat Keuangan 100% 7.581.691.475 100% 8.339.860.622 100% 9.173.846.684 100% 9.173.846.684
Daerah Perangkat Daerah
1. Penyediaan Gaji MM”M.M__“NHW.%Q__
Mm%ZﬁE._._m:mE._ ASN dalam 12 100% 7.366.364.390 100% 8.103.000.829 100% 8913.300912 100% 8.913.300.912
bulan
2. Penyediaan
Administrasi ﬂma,msuna.vs
Pelaksiragi Administrasi i i i )
Pelaksanaan Tugas 100% 100% 100% 100%
Tugas ASN ASN dalam 1 Tahun
3. Pelaksanaan
Penatausahaan Terlaksannya
dah Penatausahaan dan
p Han/Verifik Pengujian/Verifikas 181.236.000 199.359.600 219.295.560 219.295.560
engujan/verihik | ; goyangan SKPD
Mm_mwhm:mbmmﬁ dalam | Tahun
4. Koordinasi dan Terkordinasinya
Penyusunan dan Tersuusunya
Laporan Laporan Keuangan 1 8.798.068 1 9.677.875 1 10.645.663 1 10.645.663
Keuangan Akhir Akhir Tahun SKPD Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen
£
Tahun SKPD daltam 1 Tahun
5. Koordinasi dan
Penyusunan Terkordinasinya
Laporan g
Keusngin Bulanan/Triwulana | 1000 | 14293332 wosy | Ho-TERE63 100% VAl toos | 2N
Bulanan/Triwulan | 1 omesteran SKPD
an/Semesteran dalam 1 Tahun
SKPD
6. Penyusunan
Pelaporan dan Tersusunnya
Analisis Pelaporan dan
: Analisis Prognosis 10.999.684 , 12.099.653 13.309.618 , 13.309.618
Prognosis Rilisil Anggarod 100% 100% 100% 100%
wnm:mmz dalam 1 Tahun
nggaran
Administrasi Administrasi
Kepegawaian Kepegawaian 100% 861.979.481 100% 948.177.429 100% 1.042,995.172 100% | 1.042995.172
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
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Tabel 6.1.

Indikator
,___,?..qam Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
ujuan, Kerja
. Sasaran condisi Kinerj Lok
Tujuan Sasaran Kode 4 Kondisi Kinerja pada Perangkat
J _u-.cm_.m-: dan Program Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 akhir periode Rencana Daerah asi
Kegiatan U?:-Mno_“ga Perangkat Daerah 1o.m”=mne==w
an Kegiatan e
(output) target Rp target Rp target Rp target Rp
(1) (2) (3) “ (5) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
1. Pengadaan H«ﬂm&sﬂ%
Pakaian Dinas g
Beserta Atribut Nmmw-ﬂ”_hhﬂ””ha 100% 154,532,813 100% 169,986.094 100% 186.984.703 100% 186.984.703
Kelengkapannya dalam 12 bulan
2. Pendidikan dan Terlaksannya
Pelatihan Pendidikan dan
o Pelatihan Pegawai ’
mmmmwm”“.rm: Berdasarkan Thgas 90% 223.091.000 90% 245.400.100 90% 269.940.110 90% 269.940.110
. dan Fungsi dalam ]
Tugas dan Fungsi Tahun
ST 2y Terlaks
3. Sosialisasi wmm“ _:““Ma_ =
Peraturan j :
Perundang- _cm.xb:ua: 90% 177.598.669 195.358.535 214.894.389 214.894.389
Perundang-
Undangan Undangan
4. Bimbingan Terlaksananya
Teknis wmaw..aha“_ uw._.:_..q
Implementasi MpIEmentas
_unqﬂqcﬂwb “Nﬁnau_.aa 90% 306.757.000 90% 337.432.700 90% 371.175.970 90% 371.175.970
erundang-
Perundang- Undangan dalam 1
Undangan Tahun
Administrasi Umum | Administrasi
Perangkat Daerah Umum Perangkat 100% 1.934,124.922 100% 2.127.537.415 100% 2.340.291.156 100% 2.340.291.156
Daerah
1. Penyediaan
Komponen Terpeliharanyva
Instalasi x@.ﬂ«gg Instalasi
Listrik/Peneranga Wﬂuwﬁ_ﬂﬂnﬂ“”_ﬂwa 100% 33.760.650 100% 37.136.715 100% 40.850.387 100% 40.850.387
n Bangunan dalam I Tahun
Kantor
2. Penyediaan Terpeliaranya
Peralatan dan Peralatan dan
Perlengkapan Perlengkapan 100% 515.079.216 566.587.138 623.245.852 623.245.852
Kantor Kantor
1 Panvediaan Terpeliharanya
. % Peralatan Rumah
M.M”W_MW: Rumah Tangga dalam 1 100% 30.183.883 100% 33.202.272 100% 36.522.499 100% 36.522.499
Tahun
4. Penyediaan Tersedianya Bahan
m%whﬁrom_m:r Hﬂﬁd %n.uﬁ_.. 100% 245267.154 100% 269.793.869 100% 296.773.256 100% 296.773.256
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Tabel 6.1.

Indikator
Kinerja Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Tujuan, Kerja
: Sasaran, Kondisi Kinerja pada Perangkat | Lok
Tujuan Sassras Kode Program dan Program Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 akhir periode Rencana Daerah asi
Kegiatan (outcome) Perangkat Daerah _unﬂﬂu-nen_.n
Dan Kegiatan
Aogﬂﬂn_:: target Rp target Rp target Rp target Rp
(1 (2) (3) ) (5) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
5. Penyediaan Tersedianya
Barang Cetakan kg Catm 248.765.019 273.641.521 301,005,673 301.005.673
d vnm:wwg daan dan Penggandaan 100% = ~ 100% i 100% e 100% R
an dalam 12 bulan
6. Penyediaan Tersedianya Bahan
Bahan Bacaan w“an“_“__.....hwa
WE._ va_EEqmw Perundang- 100% 80.586.000 100% 88.644.600 100% 97.509.060 100% 97.509.060
crundang- undangan dalam 1
undangan Tahun
7. Penyelenggaraan Terselenggaranya
Rapat Koordinasi Repwt Koordinasi
3 z dan Konsultasi o 780.483.000 o 858.531.300 i 944 384 430 . 944 384 430
dan Konsultasi SKPD dalam 1 100% 100% 100% 100%
SKPD Tahun
Pemeliharaan
Pengadaan Barang Pengadaan Barang
Milik Dacrah Milik Dacrah 100% 572.861.027 100% 630.147.130 100% 693.161.843 100% 693.161.843
Penunjang Urusan Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah Pemerintah
Daerah
1. Pengadaan HMU«MHMM“& 100% 100% 100% 100%
Kenderann Dinds | o ey Dines 497.124.045 546.836.450 601.520.094 601.520.094
Operasional atau Operasional atan
Lapangan Lapangan 3 Unit
PS— 100% 100% 100% 100%
2. Pengadaan Mebel | Pengadaan Mebel 27.716.700 30.488.370 33.537.207 33.537.207
dalam 12 bulan
3. Pengadaan Sarana | Terlaksannya
dan Prasarana Sarana dan
Pendukung w..E_EE 80 48.020.282 80% 52.822310 80% 58.104.541 80% 58.104.541
Gedung Kantor a«:ﬁia_..-w Gedung %o 020, % 822, % 104, % 58.
antor atau
atau Bangunan Bangunan Lainnya
Lainnya dalam 12 bulan
Penyediaan Jasa WM”HM.“MB#.__MME
10::3.«5@ Urusan ﬁnao_“_maw_ 100% 1.074.275.615 100% 1.181.703.176 100% 1.299.873.494 100% 1.299.873.494
Pemerintah Daerah
Daerah
1. Penyediaan Jasa ,Mm_.un.ﬂe.a .J.E
Surat Menyurat | o T 100% 27.499.973 100% 30.249.970 100% 33.274.967 100% 33.274.967
2, Penyediaan Jasa Tersedianya Jasa
Komunikasi, Komunikasi, 100% 206.388.072 100% 227.026.879 100% 249.729.567 100% 249.729.567
Sumber Daya Air | Sumber Daya Air
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Tabel 6.1.

Indikator
Kinerja Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Tujuan, Kerja
Tuj S Kod Sasaran, Kondisi Kinerja pada Perangkat raw
S uay asaran 0de | Program dan Program Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 akhir periode Rencana |  Daerah asi
Kegiatan (outcome) Perangkat Daerah mﬁumu_,_é
Des Kegltan target R target R target Rp target Rp
(output) rg p rg p
(1) (2) (3) 4 (5) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (L] (18) {19) (20)
dan Listrik dan Listrik dalam
12 bulan
3. Penyediaan Jasa Tersedianya Jasa
Peralatan dan Peralatan dan . .
Perlcnghnpmn Perlengkapan 100% 49.047.570 100% 53952327 100% 59.347.560 100% 59.347.560
Kantor dalam 1
Kantor Tahun
4. Penyediaan Jasa H..MHM”.M%MHN
% 40. % 70.474.000 0% 957.521.400 100% 957.521.400
Mm_mwe._m: Umum | G datam 1 100 791.340.000 100 8 4.00 100% o
AN Tahun
Pemelih Pemeliharaan
P Barang Milik
Barang Milik Dectalt
ww__n_ E.a. Penunjang | penunjang 100% | 381339668 | 100% | 419473638 | 100% 461.420.998 100% | 461.420998
S
: Urusan
vnoan_.__ italian Pemerintahan
Daerah
b Mm:%nwﬁmm: s Tersedianya Jasa
e ATBAI, Pemeliharaan,
m_mw.m, Biaya
Pemeliharaan, Pemeliharaan,
we&ﬂ._ dan wumuan“a 100% 212.841.668 100% 234125834 100% 257.538.418 100% 257.538.418
crizinan
Kendaraan Dinas | Kendaraan Dinas
. Operasional atau
Operasional atau agendaioe: 12
Lapangan bulan
& _uaao.::gxn Terrpeliharanya
habilitasi Gedung | Rehabilitasi Gedung
Kantor dan Kantor dan 100% 168.498.000 100% 185.347 800 100% 203.882.580 100% 203.882.580
Bangunan Bangunan Lainnya
Lainnya dalam 12 bulan
Terlaksannya Peningkatan Program Program
Peayelenggar | Penyelenggar Peigabn Peninghatn 100% | 2904606225 | 100% | 3195066848 | 100% | 3.514.573.533 100% | 3514573533
aan aan Penyelenggaraan Penyelenggaraan
Pengawasan Pengawasan Pengawasan Pengawasan
Peavel Penyelenggaraan
_umnw“h“mmwwe;@aa_ o1 | pengawasan 100% | 2275024625 | 100% | 2502637088 | 100% | 2752900797 | 100% | 2752900797
internal
1, Pengawasan Hﬂ_ﬁas-hnnn?«%
W:._nam i Pemerintah Daerah 100% 345.884.000 100% 380.472.400 100% 418.519.640 100% 418.519.640
cmerin dalam | Tahun
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Tabel 6.1.

Indikator
ﬂ:.;:u Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Satsran, —
Tuiuan Sasaran Kode ran, Kondisi Kinerja pada Perangkat Lok
! _u_.cm_.m.:s dan Program Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 akhir periode Rencana Daerah asi
Kegiatan c?_.maﬁs Perangkat Daerah ..n....:,nm___:.m
an Kegiatan jawa
(output) target Rp target Rp target Rp target Rp
(U] 2) 3) (4) (5) {n (12) (13) (14) (15) (16) {7 (18) (19) 20)
Daerah
Terlaksannya
2. Pengawasan Pengawasan
Keuangan Keuangan
Petierintaki Pemeriniah Daerah 100% 684.607 000 100% 753.067.700 100% 828.374.470 100% 828.374.470
Daerah dalam 1 Tahun
; Terlaksannya Reviu
3. Reviu Laporan b
g L inerji 3
Kinerja naﬁﬂaﬂqﬂhnma 100% 132.286.000 100% 145.514 600 100% 160.066,060 100% 160.066.060
4. Reviu Laporan ﬂmmmmgnﬂaés Reviu
- Laporan Keuangan
Keuangan Al T ok 100% 110.264.000 100% 121.290.400 100% 133.419.440 100% 133.419.440
Terlaksannya
ﬁ
5. Pengawasan Desa M.M_ﬁm”ﬂn%nngz Desa 100% 648.208.000 100% 713.028.800 100% 784.331.680 100% 784.331 680
Terlaksannya
6. Kerjasama Kerjasama
Pengawasan Pengawasan 165.000.125 5 181.500.138 . 199.650.152 , 199.650.152
Internal Internal  dalam 1 100% 100% 100% 100%
Tahun
7. Monitoring dan Terlaksannya
Evaluasi Tindak Monitoring dan
Lanjut Hasil Evaluasi Tindak
. Lanjut Hasil
Pemeriksaan BPK
7 P iksi BPK b 2
RI dan Tindak xw_.“““_ q.__.ﬂﬂﬁa 100% 188.875.500 100% 207.763.050 100% 228.539.355 100% 228.539.355
Lanjut Hasil Lanjut Hasil
Pemeriksaan Pemeriksaan APIP
APIP dalam 1 Tahun
Penyelenggaraan Penyelenggaraan
Pengawasan Pengawasan " m :
Dengan Tujuan Dengan Tujuan 100% 629.481.600 100% 692.429.760 100% 761.672.736 100% 761.672.736
Tertentu Tertentu
Terlaksannya
1. Penanganan Penanganan
Penyelesaian Penyelesaian 5
Kerugian Kerugian 100% 82.390.000 100% 90.629.000 100% 99.691.900 100% 99.691.900
Negara/Daerah Negara/Daerah
dalam 1 Tahun
2. Pengawasan Terlaksannya
Dengan Tujuan Pengawasan , 547.091.600 601,800,760 " 661.980.836 661.980.836
Tertentu Dengan Tujuan 100% 100% 100% 100%
Tertentu dalam 1
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Tabel 6.1.

Indikator
,__mm_._aa.u Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
ujuan, Kerja
g Sasaran Kondisi Kinerja pada Perangkat Lok
Tujuan Sasaran | Kode 4 Ja p £ :
I Program dan Program Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 akhir periode Rencana | _ Daerah asi
Kegiatan (outcome) Perangkat Daerah Penanggung
Dan Kegiatan jawab
(output) target Rp target Rp target Rp target Rp
(1) 2) 3) (4) (5) (11) (12) (13) (14 (I5) (16) (17 (18) (19) (20)
Tahun
Terlaksannya | Peningkatan Program
Perumusan Perumusan Program Perumusan | Perumusan
Kebijakan Kebijakan, Kebijakan Teknis di | Kebijakan Teknis "
A s ; Fl %o 74.507. v, 741.958, % 154, %
Pendampinga Pendampinga Bidang Pengawasan | di Bidang 100% 674.507.900 100% 41.958.690 100% 816.154.559 100% 816.154.559
n dan n dan dan Fasilitasi Pengawasan dan
Asistensi Asistensi Fasilitasi
Program
Program Perumusan | Perumusan
Kebijakan Teknis di | Kebijakan Teknis
Bidang Pengawasan | di Bidan, 100% 331.054.900 364.160.390 400.576.429 100% 400.576.429
2 gawa 2
dan Fasilitasi | Pengawasan dan
Pengawasan Fasilitasi
Pengawasan
L Perumusan ) Terlaksannya
Kebijakan Teknis | Perumusan
fEE 3 N
WMWM_M“:Mw: Hﬂ%%““na Teknis di 100% 275.807.400 100% 303.388.140 100% 333.726.954 100% 333.726.954
Pengawasan dalam
I Tahun
2, _uau.c.q.s:mmn ) Terlaksannya
Kebijakan Teknis | Perumusan
di Bidang Kebijakan Teknis di 55.247.500 ) 60,772.250 y 66.849.475 . 66.849 475
Fasilitasi Bidang Fasilitasi 100% 100% 100% 100%
Pengawasan Pengawasan dalam
1 Tahun
Pengawasan Pengawasan
Ta-_amu.ﬁm:mm: vmsagﬁmamm& 100% 343.453.000 100% 377.798.300 100% 415,578.130 100% 415.578.130
dan Asistensi dan Asistensi
1. Pendampingan Terlaksannya
dan Asistensi Pendampingan dan
Asistensi Urusan
WM_-MH:E:N: Petnerintalan 100% 60.280.000 100% 66.308.000 100% 72.938.800 100% 72.938.800
Daerah dalam 1
Daerah Tahun
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Tabel 6.1.

Indikator
Kinerja Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Tujuan, Kerja
: Sasaran, Kondisi Kinerja pada Perangkat | Lok
Tujuan Sasaran Kode Program dan Program Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 akhir periode Rencana Daerah asi
Kegiatan (outcome) Perangkat Daerah 1ojbnmnw§n
Dan Kegiatan JWE
(output) target Rp target Rp target Rp target Rp
(1 (2) (3) ) (5 (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
2. _..adam:,_m__._mm? Terlaksannya
Asistensi, Pendampingan,
Verifikasi, dan Asistensi, Verifikasi, 5
betiilaian dan Penilolan Lo 97.680.000 % 107.448.000 o 118.192.800 0% 118.192.800
Reformasi Reformasi Birokrasi
Birokrasi dalam I Tahun
Terlaksannya
3. Koordinasi, Koordinasi,
Monitoring dan Monitoring dan
Evaluasi serta ngSe““__«wmln
; X )
Verifikasi Pencegahan dan 100% 118.041.000 100% 129.845.100 100% 142.829.610 100% 142.829.610
Pencegahan dan Pemberantasan
Pemberantasan Korupsi dalam 1
Korupsi Tahun
. Terlaksannya
4. wﬂuamnuv_amwz. Pendampingan,
Asistensi dan Asistensi dan
Verifikasi Verifikasi o 67.452.000 R 74.197.200 T 81.616.920 — 81.616.920
Penegakan wnahhnhnﬂ_ ,
Integritas Integritas dalam
e Tahun
Total Anggaran 16.432.792301 | 100% | 18.076.071.531 100% 19.883.678.684 100% | 19.883.678.684
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BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja adalah ukuran kinerja yang harus dicapai Perangkat Daerah dalam jangka
waktu tertentu. Indikator Kinerja Inspektorat Kabupaten Barito Utara pada tahun 2024 - 2026
mengacu pada tujuan dan sasaran RPD sebagaimana tabel 7.1 dan pada tahun 2023 telah
mengalami perubahan pada tujuan dan sasaran RPD tahun 2024-2026 sebagaimana tabel 7.2
dibawah ini :

Tabel. 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD
Inspektorat Kabupaten Barito Utara
Tahun 2024-2026 (Sebelum Revisi)

Kinerja Target Capaian Setiap Tahun

pada Awal
No Indikator Tahun Tahun
Periode RPD
Tahun 2024 2025 2026
1) ) 3) C)) (3)
1 80% 90 % 90 %
2 | Persentase Perangkat Daerah yang 15% 85% 85%
melaksanakan SPIPD sesuai
ketentuan.
3 | Persentase Perangkat Daerah yang 100% 100% 100%
menindaklanjuti hasil temuan
pengawasan
4 | Persentase kasus pengaduan yang 56% 42% 42%

ditindak- lanjuti.
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5 | Persentase Rekomendasi temuan
yang selesai ditindaklanjuti :
Keuanga Negara/Daerah dan

Administrasi

100%

90%

90%

6 | Jumlah Perangkat Daerah hasil
reviu Laporan Keuangan PD

dengan Predikat Meyakinkan

30PD

36 PD

36 PD

7 | Jumlah Perangkat Daerah hasil
reviu LKIP dengan Predikat Baik.

15PD

20 PD

20 PD
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Tabel. 7.2

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

Inspektorat Kabupaten Barito Utara
Tahun 2024-2026 (Sesudah Revisi)

Perangkat Daerah : Inspektorat Kabupaten Barito Utara

Kondisi
Kinerja
Target Kinerja Perangkat pada
- Indikator Kinerja | Indikator Kinerja Daerah (PD) Akhir
Utama Utama periode
RPD
2024 2025 2026
Target Target Target
4y 2) (5) (6) (7 )
1 Meningkatnya Persentase Hasil 90% 70% 70% 70%
kualitas pengawasan | Pemeriksaan yang
ditindaklanjuti.
Persentase 40% 75% 75% 75%
penurunan temuan.
2 Meningkatnya Skor Maturitas 3 3 3 3
pengendalian internal | SPIP
3 Meningkatnya Level Kapabilitas 3 3 3 3
kapabilitas APIP APIP
4 Koordinasi, Skor MCP 75 78 80 80
Supervisi, dan (Monitoring,
Pencegahan. Center, Prevention)
Meningkatnya Persentase 90% 80% 80% 80%
5 pengelolaan pengaduan yang
pengaduan diselesaikan
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Indikator kinerja sasaran dalam RPD tersebut diakomodir dalam Renstra Inspektorat pada
Tujuan yaitu Terwujudnya aparatur dan hasil pengawasan yang berkualitas untuk mendorong

pelayanan publik dan pemerintahan yang akuntabel, dengan Sasaran :

Meningkatkan hasil pengawasan yang berkualitas. Indikator dalam RPD terkait Persentase
Perangkat Daerah sebagai WBK diakomodir dalam Renstra Inspektorat Kabupaten Barito Utara
pada Indikator pada tahun 2024-2026 :

1. Persentase peningkatan hasil pengawasan secara berkala terhadap objek pemeriksaan

berdasarkan PKPT

2. Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan SPIPD sesuai ketentuan.

3. Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti hasil temuan pengpawasan

4. Persentase kasus pengaduan yang ditindak- lanjuti.

5. Persentase Rekomendasi temuan yang selesai ditindaklanjuti : Keuanga Negara/Daerah dan
Administrasi

6. Jumlah Perangkat Daerah hasil reviu Laporan Keuangan perangkat daerah dengan Predikat
Menyakinkan

7. Jumlah Perangkat Daerah hasil reviu LKIP dengan Predikat Baik

Meningkatkan hasil pengawasan yang berkualitas. Adapun perubahan Indikator dalam
RPIJMD terkait Persentase Perangkat Daerah sebagai WBK diakomodir dalam Renstra
Inspektorat Kabupaten Barito Utara pada Indikator tahun 2024-2026 :
1) Meningkatnya kualitas pengawasan
- Persentase Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti
- Persentase penurunan temuan
2) Meningkatnya pengendalian internal
- Skor Maturitas SPIP
3) Meningkatnya kapabilitas APIP
- Level Kapabilitas APIP
4) Meningkatnya pengelolaan pengaduan

- Persentase pengaduan yang diselesaikan
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BAB VHI
PENUTUP

Bahwa Renstra Perangkat Dacrah merupakan pedoman dalam  penvusun Renja
Perangkat Daerah. penguatan peran serta stakehorders. dalam pelaksanaan Rencana Kerja
(Renja) Perangkat Dacrah dan merupakan dasar evaluast dan taporan pelaksanaan atas kinerja
tahunan dan 3 (tiga) tahunan.

Perencanaan Strategis ini diharapkan mampu disatu pthak memperoleh manfaat darn
berbagai peluang vamg ada serta dilain pihak juga memperkecil atau bahkan menghilangkan
dampak sebagai faktor yang sifatnya negatlif atau yang mengancam kesinambungan
operasional organisasi.

Demikian Revisi Perencanaan Strategis Inspektorat Kabupaten Barito Utara kami buat

agar bermanfaat.

Muara Teweh. 24 Februar 2023

INSPEKTUR
KABUPATEN BARITO UTARA

D\n%.\.q
RAKHMAT MURATNI

Pembina Utama Muda (1V/Q)
NiP 16670731 199503 1 003




Lampiran — Lampiran
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» PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

INSPEKTORAT

Jalan Yetro Sinseng No.  Telp. (0519) 21169 Fax. (0519) 22503 Muara Teweh Provinsi Kalimantan Tengah - 73811

Email * itkab@baritoutarakab.go.id website : www.baritoutarakab go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN BARITO UTARA

Menimbang :

Mengingat

NOMOR 713.1/ 41 /ITKAB.V/2023

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
INSPEKTORAT KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2024-2026

INSPEKTUR KABUPATEN BARITO UTARA,

a. bahwa dalam rangka persiapan penyusunan Rencana

1.

Strategis Inspektorat Kabupaten Barito Utara Tahun
2024-2026, perlu dibentuk Tim

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Bupati Barito Utara, tentang Tim Penyusunan Rencana
Strategis Inspektorat Kabupaten Barito Utara Tahun
2024-2026;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor
9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1965 Tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin
dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi , dan Nepotisme (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851},

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional {(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah ({lLembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka  Panjang dan  Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Nomor 1312);

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Kabupaten Barito Utara (RPJPD) Tahun 2005-



2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun
2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Barito Utara Nomor 8};

9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran
Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara
Nomor 6);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4 Tahun
2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten
Barito Utara Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN :

Tim Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat
Kabupaten Barito Utara Tahun  2024-2026,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan

ini.
Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU bertugas :

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada APBD Inspektorat
Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2023.

Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada dictum
KESATU bertugas :

Ditetapkan di Muara Teweh
Pada tanggal Februari 2023

INSPEKTUR
KABUPATEN BARITO UTARA

by

DR.\ Ir. RA.KHHAT H'IJRATNI MpP

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

S

Arsip

Bupati Barito Utara

Sekretaris Inspektorat Kabupaten Barito Utara
Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara
Masing-masing yang bersangkutan



LAMPIRAN :

KEPUTUSAN INSPEKTUR KAB. BARITO UTARA

NOMOR 713.1/ 41l /ITKAB.V/2023

TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
INSPEKTORAT KABUPATEN BARITO UTARA

TAHUN 2024-2026

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT
KABUPATEN BARITO UTARA 2024-2026

Kedudukan
dalam Tim

Nama

Jabatan Induk

PENANGGUNG
JAWAB

DR. Ir RAKHMAT MURATNI, MP

INSPEKTUR KAB. BARITO
UTARA

KETUA

DR. Ir RAKHMAT MURATNI, MP

INSPEKTUR KAB. BARITO
UTARA

SEKRETARIS

Ir. H. MARZUKI

SEKRETARIS
INSPEKTORAT KAR.
BARITO UTARA

ANGGOTA

1. NUGRAHA, S.5TP

KASUBBAG
PERENCANAAN DAN
KEUANGAN
INSPEKTORAT KAB.
BARITO UTARA

2. RUDIANSYAH, AMD

PENGELOLA DAFTAR
GAJI INSPEKTORAT KAB,
BARITO UTARA

3. DWI ARIANIE, J. S.AP

BENDAHARA
PENGELUARAN
INSPEKTORAT KAB.
BARITO UTARA

TIM TEKNIS

1. HAIRIAH, 8.1P

TENAGA KONTRAK

YAYU MARGARETHA HAWI, S.Ak

TENAGA KONTRAK

M. DIO FERNANDA, AMK

TENAGA KONTRAK

ANNISA RIZKI SEPTIARINI, S.Ak

TENAGA KONTRAK

RICKY PRADANA, A Md. Far

TENAGA KONTRAK

Sl

ADE NOVITA SARI

TENAGA KONTRAK




PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
INSPEKTORAT

JL. YETRO SINSENG. NO. TELP. (0519) 2169-22222 FAX. (0519) 22305 MUARA TEWEH -
73811

email : insp.baritoutara@gmail.com

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR : 71%.1/ 36 /\teasv.v / 200%

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
INSPEKTORAT KABUPATEN BARITO UTARA

BUPATI BARITO UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi
Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di
Inspektorat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan
Bupati Barito Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 1820) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Tanah Laut, Daerah Tingkat Il Tapin dan Daerah Tingkat
Il Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor
27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat Il di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah  beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-



3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4614);

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80};

5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang
Percepatan Pemberantasan Korupsi,

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi

Pemerintah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah
Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2023 - 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA

- Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Barito Utara

sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

: Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum

KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh
Inspektorat Kabupaten Barito Utara untuk menetapkan Rencana
Kinerja Tahunan (RKT), menyampaikan Rencana Kerja Anggaran
(RKA), menyusun dokumen Perjanjian Kinerja (PK}, menyusun
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) serta melakukan
evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD} Kabupaten
Barito Utara Tahun 2023-2026.

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 2% Februari 2023

Inspektur-Kabupaten Barito Utara,

e ',1. ABY, \

// "4\
t“QFmAq

- /Rm{MAT MURATN]
Pem.bmg,Utama Muda (IV/c)
m:l%?o?m 199503 1 003

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Barito Utara di Muara Teweh.
2. Inspektur Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh.
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BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI RANCANGAN RENSTRA
INSPEKTORAT KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2024-2026

Pada hari ini Jumat Tanggal Tujuh Belas Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga feiah

dilaksanakan verffikasi ferhadap Rancangan RENSTRA INSPEKTORAT Kabupaten Barito UHara Tahun
2024-2026 yang dihadiri Tim Penyusun Rensira sebagaimana Suret Keputusan Barito Utara terfampir.

Kesaltu;

Kedus;

Ketiga;

Setelah membaca, menelaah dan mempertimbangkan maka disepakati bahwa .

Renstra INSPEXTORAT Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026 memperhatikan Tahapan
dan Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) sesuai
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daersh Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubshan RPJMP,

RPJIMD, dan RKPD;

Perumusan fujuan dan sasaran, sirategl dan kebijakan, rencana program dan kegiatan serta
indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan indikatif dalam rancangan
Renstra INSPEKTORAT Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026 agar mengacu pada
target indikator kinerja RPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026 dengan prakiraan
target Tahun 2024-2026 yang telah diletapkan;

Perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) INSPEKTORAT Kabupaten Barito tHara Tahun

2024-2026 berpedoman pada Dokumen Penyusunan Rancangan RPD Kabupaten Barito
Utara Tahun 2024-2026 dan disesuaikan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan uniuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui;
Kepala Dinas Inspektorat Kepala Bappeda Litbang
Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Kabupaten Barito Utara,
D"F',Zr:t"i'::gmz m?;wc')“" Ir. H. JAINAL ABIDIN, MAP
Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19670731 199503 1 003 NIP. 19631014 159003 1 007



BERITA ACARA
HASIL VERIFIKAS! RANCANGAN RENSTRA
INSPEKTORAT KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2024-2026

Pada hari ini Jumat Tangga! Tujuh Belas Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga telah

ditaksanakan verifikasi ferhadap Rancangan RENSTRA INSPEKTORAT Kabupaten Barito Utara Tahun
2024-2026 yang ditadin Tim Penyusun Renstra sebagaimana Surat Keputusan Barito Utara terlampir.

Kesatu,

Kedug;

Ketiga:

Setelah membaca, menelash dan mempertimbangkan maka disepakati bahwa .

Renstra INSPEKTORAT Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026 memperhatikan Tahapan
dan Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD} sesuai
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daersh, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daersh Tentang RPJPD dan RPIMD, serta Tata Cara Perubahan RPJMP,

RPJMD, dan RKPD,

Perurnusan tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, rencana program dan kegiatan serta
indikator kinerja yang diseriai target dan kebutuhan pendanaan indikatif datam rancangan
Renstra INSPEKTORAT Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026 agar mengacu pada
target indikator kinerja RPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026 dengan prakiraan
target Tahun 2024-2026 yang lelah ditetapkan;

Perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) INSPEKTORAT Kabupaten Barito Utara Tahun

2024-2026 berpedoman pada Dokumen Penyusunan Rancangan RPD Kabupaten Barito
Utara Tahun 2024-2026 dan disesuaikan dengan fugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui;
Kepaia Dinas Inspektorat Kepala Bappeda Litbang
Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Kabupaten Barito Utara,
Dr. Ir. H. RAHMAT MURATNI, MP
) ' ir. H. JAINAL ABIDIN, MAP
Pembina Utama Muda (IV/c) Pembina Utama Madya (IVid)

NIP. 19670731 199503 1 003 NIP. 19631014 199003 1 007



CHECK LIST UNTUK KONSULTASI DAN VERIFIKAS!
RANCANGAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
(RENSTRA- PD) TAHUN 2024-2026

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renstra Perangkat Daerah
Ingpektorat Kabupaten Barito Utara

No.

Jenis Kegiatan

Hasil Pengendalian dan Evaluasi

Kesesuaian

Ada

Tidak
ada

Faktor Penyebab
Ketldak Sesuaian

Tindak Lanjut
Penyempurnaan
Apabila Tidak

{2)

(3}

{4)

(9)

(6)

()
1.

Pembentukan tim
penyusun Renstra
Perangkat Daerah
dan Penyusunan
Agenda Kerja

V4

Kurangryen  perpievr
UAVE  petapentXean

T Palat paayecans
PeucTea

Soprn Bboat

fe t

Penyiapan data dan
informasi

Analisis gambaran
pelayanan
Perangkat Daerah
Kabupaten

Review Renstra
Perangkat Daerah

PRIz TR
Baustes Seluwh OPP.

S~ BFOIPEA

Penelaahan
Rencana Tata
Ruang Wilayah
Kabupaten

Analisis terhadap
Dokumen Hasil
Kajian Lingkungan
Hidup Strategis
(KLHS) sesuai
dengan pelayanan
Perangkat Daerah
Kabupaten

Perumusan Isu-isu
Strategis

Perumusan tujuan
pelayanan Rencana
Pembangunan
Daerah Tahun
2024-2026
Perangkat Daerah

Perumusan sasaran
pelayanan Rencana
Pembangunan
Daerah Tahun
2024-2028

10.

Mempelajari Surat
Edaran Bupati
perihal Penyusunan
Rancangan
Renstra-Perangkat
Daerah




No.

Jenis Kegiatan

Hasil Pengendalian dan Evaluasi

Kesesuaian

Ada

Tidak
ada

Faktor Penyebab
Ketidak Sesuaian

Tindak Lanjut
Penyempurnaan
Apabila Tidak

(1)

(2

(3

(4)

(5

(6)

kabupaten/kota
yang simultan/
bersamaan dengan
penyusunan RPD
Kabupaten

11.

Perumusan strategi
dan kebijakan
Rencana
Pembangunan
Daerah Tahun
2024-2026
kabupaten guna
mencapai target
kinerja program
prioritas RPD
kabupaten yang
menjadi tugas dan
fungsi Perangkat
Daerah Kabupaten

12

Perumusan
rencana program,
kegiatan, indikator
kinerja, kelompok
sasaran dan
pendanaan indikatif
selama 3 (tiga)
tahun, termasuk
lokasi kegiatan

13.

Perumusan
indikator kinerja
Perangkat Daerah
kabupaten yang
mengacu pada
tujuan dan sasaran
RPD Kabupaten

15.

Perumusan
indikator kinerja,
kelompok sasaran
dan pendanaan
indikatif Perangkat
Daerah kabupaten
berpedoman pada
indikasi rencana
program priontas
dan kebutuhan
pendanaan
Rencana
Pembangunan
Daerah Tahun
2024-2026




No.

Hasil Pongendalian dan Evaluasi

Jenis Kegiatan

Kesesuaian

Ada

Tidak
ada

Faktor Penyebab
Ketidak Sesuaian

Tindak Lanjut
Penyempurnaan
Apabila Tidak

(1)

{2) 3

(4)

(5)

{€)

16.

Perumusan

rancangan akhir
J %

Renstra Perangkat
Daerah Kabupaten

17.

Pentahapan
pelaksanaan
program Perangkat
Daerah kabupaten
sesuai dengan
peniahapan

pelaksanaan \/

program Rencana
Pembangunan
Daerah {RPD}
Kabupaten Tahun
2024-2026

Mengetahui,

Kepala Dinas Inspektorat
Kabupaten Barito Utara

Motos

Dr. ir. H. Rahmat Muratni, MP

Pembina Utama Muda {/Vic)
NIP. 19670731 199503 1 003

Tim Vesifikasi :

. RONALD APRIANTQ, S.IP, MA

NIP. 19760424 200003 1 006

. HEWU RESTOMI, §.1

NIP. 19680413 199303 1 015

. TAMPANAWAN

NIP. 19751020 200701 1 013

. ANDISA AULIA NAZIZA

NIP. -




KESIMPUILAN PENGENDALIAN EVALUASE TERHADAP KEBIJAKAN
RENSTRA PERANGKAT DAERAH INSPEKTORAT
KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2024-2026

Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi

No. Aspek

1 Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat UMUE  trercbankor ardbar kepijaken
Daerah Kabupaten berpedoman pada tujuan e
dan sasaran Dokumen Rancangan Akhir Pragrare o W apa Y
Rencana Pembangunan Daerah (RPD) irgr G{\tqpq{ Adadam  kunn Loty
Kabupaten Barito Ltara Tahun 2024-2026 % Lahun & tong

2  [Perumusan strategi dan kebijakan Perangkat K aou jud tuivcn
Daerah kabupaten berpedoman pada sirategi Ct{(f\'l'\l m J on w~al L
andicato kebijakan Dokumen Rancangan Akhir| Ot TEWXEIne) - Secar orel . ot
Rencana Pembangunan Daerah (RPD) apalns . realihs . rasiorat! . aen
Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026 L’ONP reF\?r\ ‘ﬂ.f— i

3 [Perumusan rencana program, kegiatan Urtuk WWLB‘-U"‘GF‘ Loy
Perangkat Daerah kabupaten berpedoman Ol 2\ y war

" francang  ist - Iisi-
pada kebijakan umum dan program Dokumen g
R ; dor keogaron uorg e dr
ancangan Akhir Rencana Pembangunan oo u lanpkohlongka benger
Daerah (RPD) Kabupaten Barito Utara Tahun |5 ]M s A ﬂ{: . doforn me&
2024-2026 s
Upng  Blentseer -

4 |Perumusan 4ndicator kinerja, kelompok UnBE  wewdiudicom VIS Waigy,
sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Bajuce - v don yebyjoricon
Daerah kabupaten berpedoman pada indikasi gelen d pEor - wiaka
rencana program prioritas dan kebutuhan L konko't

- Leng Fah- largka n
pendanaan Dokumen Rancangan Akhir g lng N
Rencana Pembangunan Baerah (RPD) \jcmg \-.qM c{i‘lp! [Sta A4/2N] ctlema
Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026 W "d d‘ fon
are  divientaFen

5 jPerumusan 4ndicator kinerja Perangkat MUK Waendoron [qf 1o
Daerah kabupaten/kota berpedoman pada Uty 6 PE n
tujuan dan sasaran Dokumen Rancangan th‘k d=n W(’M\fﬁhq’“ Yae
Akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) axunta bit .

Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026

6 Pentahapan pelaksanaan program Perangkat | {\ntuk encabpar hap- e
Daerah kabupaten sesual dengan pentahapan {;0 ?25 quqc'i o o:: ( w
pelaksanaan program Dokumen Rancangan e ' n&

Akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) | e fﬂr\gﬁ' .
Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026.

7  |Pagu Indikatif pertabun mulai Tahun 2024, Untue wongme&‘quﬂ Tldp ahey

Paou indian 2035 Glokes DPASKEDY | QB T e e
agu Indi okasi - - ) ,
dengan kenaikan 10% pertahun ;ﬂthﬁr‘ f?;n?e-' ren 4

8  [Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun| nengaaca Pq[‘bn (7 Jeris oo
2024-2026 mengacu/berpedomanan pada ‘)(r@-(vu\ﬁqr\ :

Dokumen Penyusunan Rencana ~ Reavp




Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten - fraw -« Repp
Barito Utara Tahun 2024-2026 yang disusun | — R0 - Remyor -
- Rostm PO Jo ~¢0

secara simultan/bersamaan
Renstra Perangkat Daerah diletapkan paling | Dobiumen  Ronctra akan  disarghkan
Jambat minggu ke f {dua} bulan April dengan | See A \'-Oqurtf Cesubai

Peraturan Kepala Daerah Woihy  yorg Al venkdvaw

Muara Teweh, 17 Maret 2023

Kepala Dinas Inspektorat
Kabupaten Barito Utara Mengetahui,
Kepala Bappeda Lithang
Kabupaten Batito Utara

X

Dr. ir. H. RAHMAT MURATNI, MP
Pembina Utama Muda (iVic)
NIP. 19670731 199503 1 003
Ir. H. JAINAL ABIDIN, MAP
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19631014 199003 1 007




